Soreang, 15 Oktober 2018

Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi REGISTRASI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 NO. @3 /PUU-._ X 2014
Di Jakarta Pusat Hari \MM\S ...........
Tanggal : A8.0Nobes- 10\
J . =
Dengan Hormat, am  :.09:00W\.....
Yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama Yadi Supriyadi
Tempat/Tgl. w96
Lahir Bandung, 27 — 11 - 1991
Agama Islam
Pekerjaan Buruh Harian Lepas
Warga Negara Indonesia
d/a Kp. Pasir Kukun RT 001/RW 014, Desa
Alamat Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten
Bandung
Selanjutnya disebut sebagai ..o PEMOHON I

11,

Nama

Tempat/Tgl.
Lahir

Agama

Pekerjaan

Rahmat Kusaeri
Bandung, 08 — 08 - 1972

Islam

Wiraswasta

1/130




Selanjutnya disebut sebagai

I11,

Selanjutnya disebut sebagai

1v.

Selanjutnya disebut sebagai

V.

Warga Negara

Alamat

Nama

Tempat/Tgl.
Lahir

Agama
Pekerjaan

Warga Negara

Alamat

Nama

Tempat/Tgl.
Lahir

Agama
Pekerjaan

Warga Negara

Alamat

Nama

Tempat/Tgl.
Lahir

Agama

Pekerjaan

Indonesia

Kp. Cikitu RT 002/RW 002, Desa Cikitu,
Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung

................................................ PEMOHON II
Sudirman
Majalengka, 14 — 02 - 1972

Islam
Wiraswasta
Indonesia

Kp. Pasir Kukun RT 001/RW 014, Desa
Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten
Bandung.

............................................... PEMOHON II1

: Sldig Permana

Bandung, 09 — 04 - 1992

Islam

Mahasiswa

Indonesia

Kp. Cipeujeuh 001/RW 008, Desa Cipeujeuh,
Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung
................................................ PEMOHON 1V
Dian

Bandung, 25 = 02 - 1983

Islam

. Wiraswasta
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Selanjutnya disebut sebagai

VL

Selanjutnya disebut sebagai

VIIL

Selanjutnya disebut sebagai

VIIL

Warga Negara

Alamat

Nama

Tempat/Tgl.
Lahir

Agama
Pekerjaan

Warga Negara

Alamat

Nama

Tempat/Tgl.
Lahir

Agama
Pekerjaan

Warga Negara

Alamat

Nama

Tempat/Tgl.
Lahir

Agama

Pekerjaan

Indonesia

Kp. Ninggar RT 001/RW 012, Desa Katapang,
Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung

................................................. PEMOHON V
Asep Sobamna
Bandung, 22 - 12 - 1971

Islam
Wiraswasta
Indonesia

Kp. Butul Girang RT 003/RW 005, Desa
Cipeujeuh, Kecamatan Pacet, Kabupaten
Bandung

................................................ PEMOHON VI
Zamzam Agbit Razigin
Bandung, 27 — 07 - 1993

Islam

Wiraswasta

Indonesia

Kp. Gudang Sikat RT 002/RW 002, Kelurahan
Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung
.............................................. PEMOHON VII
Didin Saepudin

Bandung, 01 — 09 - 1967

Islam

Anggota DPRD Kabupaten Bandung
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Selanjutnya disebut sebagai

IX.

Selaniutnya disebut sebagai

X.

Selanjutnya disebut sebagai

XI.

Warga Negara

Alamat

Nama

Tempat/Tgl.
Lahir

Agama
Pekerjaan

Warga Negara

Alamat

Nama

Tempat/Tgl.
Lahir

Agama
Pekerjaan

Warga Negara

Alamat

Nama

Tempat/Tgl
Lahir

Agama

Indonesia

Kp. Lembur Awi RT 009/RW 007, Desa
Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten
Bandung

............................................ PEMOHON VIII
Cepi Sopandi
Bandung, 30 — 09 - 1978

Islam
Wiraswasta
Indonesia

Kp. Cikitu RT 005/RW 002, Desa Cikitu,
Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung

................................................ PEMOHON IX
Dani Dardani
Bandung, 16 — 02 - 1975

Islam
Karyawan Swasta
Indonesia

Kp. Gunungleutik RT 001/RW 005, Desa
Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten
Bandung

................................................. PEMOHON X
Hikmat Rohendi

Bandung, 27 — 08 - 1989

Islam
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Pekerjaan

Warga Negara

Alamat
Selanjutnya disebut sebagai

XII. Nama

Tempat/Tgl.
Lahir

Agama
Pekerjaan

Warga Negara

Alamat
Selanjutnya disebut sebagai

XIII, Nama

Tempat/Tgl.
L.ahir

Agama
Pekerjaan

Warga Negara

Alamat

Selanjutnya disebut sebagai

XIV. Nama

Tempat/Tgl.
Lahir

: -Karyawan Swasta

Indonesia

Kp. Bojong Koneng RT 004/RW 006, Desa
Wangisagara, Kecamatan Majalaya,
Kabupaten Bandung

................................................ PEMOHON X1

Sachrial
Bandung, 12 — 06 - 1971

Islam
Wiraswasta
Indonesia

Perumahan Permata Hijau RT 002/RW 015,
Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek,
Kabupaten Bandung

rereereerennern s a S s e e PEMOHON XII
Cecep Supriatna
Bandung, 14 — 07 - 1977

Islam
Wiraswasta
Indonesia

Jin. Cagak RT 001/RW 004, Desa Maruyung,
Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung
............................................. PEMOHON XIII

Erik Roeslan Fauzi

Bandung, 01 - 06 - 1982
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Agama . Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara ¢ Indonesia

Kp. Cibodas 001/RW 009, Desa Cipeujeuh,

Alamat Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung
Selanjutnya disebut Sbagai .....c.coveiviiviiiiicnrcesverrereenisssnn PEMOHON X1V
XV Nama : Tatang Gunawan
Tempat/Tgl. ) e
Lahir : Bandung, 15 - 03 - 1977
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Kp. Pangauban RT 001/RW 002, Desa
Alamat : Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten
Bandung
Selanjutnya disebut sebagai .........cccccvieriniiice e e PEMOHON XV

Pada permohonan ini Pemohon I sampai dengan Pemchon XV bertindak atas
namanya sendiri maupun secara bersama-sama sebagai Pemohon I sampai
dengan Pemohon XV, dan secara bersama-sama Pemohon I sampai dengan

Pemohon XV disebut .....c.cccoeviiiiiiii e PARA PEMOHON
Untuk mempermudah komunikasi

Kp. Pasir Kukun RT 001/RW 014, Desa
Padamulya, Kecamatan Majalaya,
Kabupaten Bandung

Alamat Surat Para
Pemochon

0852 9595 5506
Telpon : 0853 2049 0093
0812 2078 9151
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email : cheppy.cqg2@gmail.com

Para Pemohon mengajukan permohonan pegujian Pasal 21 ayat (2)
huruf @ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

{1] Berdasarkan ketentuan :

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945, terlampir sebagai

BUKTI P-1);

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Kenstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076).
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Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguiji

Undang-Undang terhadap UUD 1945.

[2] Bahwa undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon

[3]

[4]

[5]

adalah ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a2 pada Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438), selanjutnya disingkat "UU KEUDA”", terlampir sebagai

BUKTI P-2.

Bahwa batu uji norma Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon adalah
ketentuan Pasal 18A ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD

1945;

Berdasarkan ketentuan di atas, para Pemohon berkeyakinan bahwa
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara yang

dimohonkan oleh para Pemohon;

Karenanya dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia untuk dapat menetapkan bahwa Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian

atas norma materiil pada Pasal 21 ayat (2) huruf @ UU KEUDA :

“Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi

yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian : a. 16% (enam belas
persen) untuk provinsi yang bersangkutan.”

Terhadap norma UUD 1945 :

1. Pasal 1BA ayat (2) :
“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil
dan selaras berdasarkan undang-undang.”

2. Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya.”

3. Pasal 28G ayat (1) :

"™Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi.”

II. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PEMOHON
Bahwa Para Pemohon adalah Pemohon “Perorangan Warga Negara

Indonesia” (bukti KTP terlampir) yang merasa hak konstitusionalnya

dirugikan dengan masih diberlakukannya Pasal 21 ayat (2) huruf & UU

KEUDA.

Para Pemohon kesemuanya adalah warga Kabupaten Bandung

dan/atau keluarga dekatnya adalah warga Kabupaten Bandung, kabupaten
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yang merupakan Daerah Penghasil listrik Panas Bumi terbesar se-Indonesia

(46,6% dari produksi nasional).

Para Pemohon terdampak secara langsung oleh aktivitas

pertambangan panas bumi di WKP Darajat Kamojang dan WKP Pangalengan.

Dan karenanya Para Pemohon berkeyakinan telah menenuhi pula
ketentuan pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK : "Pemofion adalah pihak
yvang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang - undang, yaitu :@ a. perorangan warga negara

Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).

Secara spesifik Pemohon I (sdr. Yadi Supriyadi, keterangan terkait
Pemohon I terlampir pada BUKTI P-16) adalah salah seorang korban pada
kejadian bencana Longsor pada tanggal 5 Mei 2015 (lebih dari tiga tahun
yang lalu) di Kampung Cibitung Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan

Kabupaten Bandung.

Kampung Cibitung sudah ada sejak tahun 1970-an, warganya adalah
karyawan Perkebunan PTPN VIIL. Kampung Cibitung lokasinya berada sekitar
1 (satu) kilometer dari PLTP WKP Pangalengan (jarak dan lokasi terlampir

pada BUKTI P-16).

Pada tahun 2001 di wilayah kampung Cibitung mulai
ada/dilakukannya aktifitas pertambangan Panas Bumi (WKP Pengalengan)
dan Wilayah Kampung Cibitung menjadi jalur penempatan pipa panas bumi

(dari sumur ke PLTP) dan jalan akses utama PLTP WKP Pangalengan.
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Pada tanggal 5 Mei 2015, terjadi bencana longsor di kampung

Cibitung, longsor telah menimbun perkampungan warga Cibutung.

@Kﬂur Agkyat co

SRl i
T oo ciommiains

P I
Pips Panas Bumi yang )

Meledak Mili Star

Energi Geothermal .
e Tue e

150r Pangaleng

Longsor Parigalengan,
Empat Tewas Lima
Hilang

Pipa Gas Alam Meledak,
Pangalengan Longsor

SELAR PHUE 05

Pada peristiwa longsor tersebut, Pemohon I telah kehilangan tiga
orang anggota keluarganya (meninggal dunia tertimbun tanah iongsor) :
anaknya (Nayla Nur Azahra) yang saat kejadian longsor itu baru berusia 1

(satu) tahun, serta kedua orang tua Pemohon (Bapak Pardi dan Ibu Dating).

i

Longsor Pangalengén, Nenek dan

Cucu Tewas dalam Posisi PUFRV Y S

B o

epekan Balita Diternukan Tewas
o Tertimbun Longsor di

Pangalengan

Total korban pada kejadian itu : 9 (sembilan) orang meninggal dunia

(tertimbun) + 7 orang luka berat + 5 orang luka ringan + sekitar 155
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(seratus lima puluh lima) orang hingga hari ini kehilangan tempat tinggal

{Kampung Cibitung telah di tutup untuk pemukiman warga).

Hingga saat ini keluarga Pemohon 1 serta 155 warga Kampung
Cibitung korban Longsor masih terlantar (belum mendapat penggantian

tempat tinggal yang baru).

detiknews 0 i APOETIK
f  Homs  forita- Daersh Jawe Yimer i LONGSOR AKIBAT
{EDAKAN PIPAGAS -.
Longsdr di Pangalengan, 203 .
Warga Cibitung Mengungsi
Kesaksian Korban

Longsor Pangalengan

Pembahasan selengkapnya tentang causal verband terkait Longsor
Pangalengan akan disampaikan secara spesifik pada Alasan Permohonan

poin #3.1.B halaman 76 s.d. 82.

Pemohon I sangat merasakan fakta bagaimana bingung, kusut dan
rumitnya proses birokrasi disemua level (Pemerintah Pusat — Provinsi —
Kabupaten) pada penganganan korban longsor tersebut, dari mulai jatah

bantuan Jadup (jatah hidup) yang misterius sampai hari ini, hingga belum
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didapatnya bantuan tempat tinggal untuk para korban longsor tersebut

(korban longsor adalah warga satu kampung Cibitung).

Secera spesifik, Pemohon II (sdr. Rahmat Kusaeri) rumah
kediamannya mengalami efek/dampak langsung akibat gempa bumi di

Kabupaten Bandung.
Pada tanggal 5 Juli 2018 (tengah malam) terjadi gempa bumi, saat itu
pemohon II sekeluarga mendadak kaget dan terbangun dan keluar rumah.

Pemohon II sekeluarga merasakan pergerakan/pergeseran pada
rumahnya, dan esok harinya Pemohon II melihat bahwa muncul retakan-

retakan pada lantai rumahnya.

Kemudian Pada tanggal 17 Agustus 2018 (sore) dan 7 September
2018 (pagi) terjadi lagi gempa bumi, dan saat itu Pemohon II melihat bahwa
retakan-retakan pada lantai rumahnya semakin membesar dan bertambah,

pondasi rumah Pemohon II telah ikut bergerak/bergeser turun.
Keterangan terkait kejadian rumah Pemohon II terlampir pada BUKTI P-16.

Secara spesifik, Pemohon VIII (sdr. Didin Saepudin) pekerjaan
kesehariannya adalah anggota DPRD Kabupaten Bandung periode 2014-
2019, ddan dalam Permohonan ini Pemohon VIII bertindak untuk dan atas
nama sendiri (pribadi) sebagai Pemchon Perseorangan Warga Negara

Indonesia.

Bahwa Pemohon VIII mengkualifikasikan diri sebagai Pemohon

Perseorangan adalah sebagai upaya Pemohon VIII untuk melaksanakan
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tanggungjawab  pribadinya sebagaimana  Sumpah/Janji-nya secara
pribadi/perseorangan yang telah dibacakannya pada saat pelantikannya

sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung :
“Demi Allah, saya bersumpah dan berjanji : bahwa saya akan
memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk

mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan
negara kesatuan Republik Indonesia”.

Sumpah/janiji tersebut adalah perintah dari Pasal 369 Undang-Undang
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian secara spesifik, rumah kediaman Pemohon VIII berada pada
jarak <20 km dari wilayah aktifitas Pertambangan Panas Bumi (WKP
Kamojang Darajat dan WKP Pangalengan). Rumah Pemohon turut terdampak
(terguncang/bergetar) akibat gempa bumi yang pusat gempa-nya berada di

wilayah kedua WKP.

g

v i S B
iy Jarak : 9.5 Km Jarak : 13 Km
Pusat Gempa - '
187712017 ¥\ Pusat Germpa

5712018

Bhewn paage

caraw Lntar w ok b g S e Uprae kg R h e T
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[
/ Jarak : 12 Km

Jarak : 16 Km
Pusat Gempa Pusat Gempa

91712018 1718/2018

tekr ghin Tt ot

Be i LA DS D e e P VT T T

P L L BT L) . . e e C e RS MR s

Demikan juga dengan Pemohon lainnya, jarak lokasi rumah
kediamannya dan/atau keluarganya rata-rata berada pada jarak <20 km dari
wilayah aktifitas Pertambangan Panas Bumi (WKP Kamojang Darajat dan

WKP Pangalengan).

Bahwa aktivitas Pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Bandung
(WKP Darajat Kamojang dan WKP Pangalengan) telah mengakibatkan
dampak negatif bagi hidup dan kehidupan penduduk Kabupaten Bandung,
dampak tersebut antara lain telah terjadinya bencana GEMPA BUMI (yang
pusat gempa-nya berada dikedua WKP) dan bencana TANAH LONGSOR (di

WKP Pangalengan).

Karenanya diperlukan kecepatan respon (mitigasi preventif) untuk
menangani danjatau menanggulangi dampak negatif tersebut (SAAT INI
DAN KEDEPAN NANTINYA) bagi penduduk Kabupaten Bandung yang

memitiki hak konstitusional Pasal 28A UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya.”
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Dan yang terpenting saat ini adalah dibutuhkannya respon cepat dari
para PENJAGA KONSTITUSI sebagai jaminan “perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

asasi.” (Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945),

Pembahasan selengkapnya tentang causal verband terkait Hak
Konstitusional — Hak Azazi Manusia akan disampaikan pada bab III.3.

halaman 64 s.d. 116.

Sebagai sebuah solusi respon cepat, kiranya perlu mempertimbangkan
update hasil “Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat —
Februari 2018” yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat

pada 28 Febuari 2018 :

@ BANK INDONESA

| KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL
PROVINSI JAWA BARAT

Fakta hasil kajian itu yanng paling sederhana menunjukkan bahwa

realisasi KEMAMPUAN BELANJA APBD Provinsi Jawa Barat adalah sebesar
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Rp.32,95 Triliun, SEMENTARA KEMAMPUAN BELANJA APBD Kabupaten

Bandung hanya sebesar Rp.4,79 Triliun.

Artinya kemampuan belanja Provinsi Jawa Barat hampir 7 (T UJUH)

KALI LIPAT daripada kemampuan belanja Kabupaten Bandung.

Disparitas kemampuan belanja yang begitu mencolok tersebut jelas
mempengaruhi kemampuan Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak
teknis pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik SECARA
LANGSUNG kepada penduduknya, termasuk disini adalah kemampuan
Kabupaten Bandung dalam melakukan respon cepat, tepat dan akurat dalam
pengelolaan dan pengendalian dampak negatif dari pertambangan Panas

Bumi di Kabupaten Bandung (program Mitigasi Bencana).

Pembahasan selengkapnya tentang causal verband disparitas pertumbuhan

secara spesifik akan disampaikan pada poin #2.6. halaman 60 s.d. 64.

Karenanya kemampuan penanganan respon cepat pengendalian
dampak negatif pengelolaan Panas Bumi sudah saatnya DILOKALISIR ( di-
Kabupaten Pandung-kan saja), kabupaten yang jelas-jelas adalah Daerah
Penghasil serta daerah terdampak secara langsung dari efek negatif

pertambangan Panas Bumi.

Dan untuk melaksanakan tujuan mulia tersebut {melindungi dan
mempertahankan hak hidup dan kehidupan penduduknya serta
membebaskan penduduk-nya dari ancaman dan ketakutan dalam

kehidupannya) maka kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
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sudah seharus terus ditingkatkan, salah satunya adalah dengan

MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEUANGAN Pemerintah Kabupaten Bandung.

Peningkatan keuangan keuangan tersebut selain akan meningkatkan
kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan publik dan
melaksanakan program-program kerakyatannya, maka diharapkan pula
peningkatan keuangan tersebut akan dapat memicu dan/atau memacu
peningkatan putaran perekonomian (perdagangan/produksi) penduduk
Kabupaten Bandung yang saat ini sebenarnya sudah pada berada pada fase

titik KRISIS PUTARAN EKONOMI ,

Kredit macet/bermasalah di Kabupaten Bandung saat ini (Februari
2018) tercatat tertinggi di Jawa Barat (NPL kredit Kabupaten Bandung
berada diatas ambang titik aman 5% ), lebih tinggi (lebih macet dan/atau

lebih bermasalah) sekitar 30% diatas Kabupaten/Kota se-Jawa Barat :
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Grafik 4. 14 Rasio NPL Kredit Kota/Kabupaten Tw IV 2017
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“... Dari sisi risiko kredit, keenam daerah tersebut kecuali
Kabupaten Bandung memiliki rasio NPL yang terjaga di bawah
5%, sementara NPL Kabupaten Bandung pada triwulan IV
2017 mencapai 6,46%.."

Fakta diatas menunjukkan fakta bahwa penduduk Kabupaten Bandung
dan Kabupaten Garut sebenarnya saat ini sedang macet/bermasalah putaran
ekonominya (perdagangan/produksi), sehingga terbukti bahwa mereka

kesulitan dan/atau tidak dapat membayar/mencicil utangnya di perbankan.

Fakta diatas juga menunjukkan fakta yang sebenarnya sangat-sangat
mengenaskan dan memprihatinkan, bahwa NPL Kredit bermasalah tertinggi
ternyata berada di dompet penduduk Kabupaten Bandung dan Kabupaten
Garut, padahal kedua kabupaten ini adalah kabupaten yang merupakan
Daerah Penghasil produksi Panas Bumi terbesar di planet bumi ini (terbesar

kedua setelah Kabupaten Mendccino di negara bagian California - USA).

Terkait Kabupaten Bandung sebagai Derah Penghasil produksi Panas
Buimi, salah satu potensi untuk meningkatkan kemampuan keuangan
Pemerintah Kabupaten Bandung adatah dengan PENINGKATAN DBH (Dana

Bagi Hasil), sebagaimana ketentuan pada Pasal 21 UU KEUDA :;

Pasal 21

{1) Penerimaan Negara dari Perlambangan Panas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang ferdiri atas:

a. Seloran Bagian Pemerintah; dan

b. luran tetap dan iuran produksi.
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(2) Dana Bagi Hasft dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang
dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf g dibagi dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
b. 32% (tiga puluh dua persen} untuk kabupaten/kota penghasi; dan

¢. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupatenkota fainnya dalam
provinsi yang bersangkutan.

(3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hunif c,
dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota
dalam provinsi yang bersangkuian,

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf & UU KEUDA (yang
dimohonkan di-uji-kan) dalam Permohonan a quo dalam perkembangannya
(setelah melintasi waktu 2004 ~ 2018), sebenarnya saat ini sudah mengalami

“GAGAL KONSTRUKSI”, SUDAH TIDAK SELARAS DAN TIDAK ADIL lagi (Pasal

28G ayat 1 UUD 1945).

Dan karenanya sudah saatnya angka 16% DBH bagian Provinsi di
“serahkan, digeser” dan/atau “dimaknai” menjadi HAK KEUANGAN UNTUK

KABUPATEN/KOTA DAERAH PENGHASIL.

Pembahasan tentang causal verband Norma Keselarasan dan
Keadilan akan disampaikan pada bab III.1, halaman 24 s.d. 27 dan IIL2.

halaman 28 s.d. 63.

Para Pemohon berkeyakinan bahwa : JIKA DBH pada pasal a quo
dihapuskan dan kemudian diserahkan dan/atau dimaknai menjadi hak

keuangan bagi Daerah Penghasil, MAKA Kabupaten Bandung (sebagai
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Daerah Penghasil) akan meningkat pula kemampuannya dalam melakukan
PROGRAM MITIGASI BENCANA dan memberikan RESPON CEPAT untuk
melindungi dan mempertahankan hak hidup dan kehidupan penduduknya
serta membebaskan penduduk-nya dari ancaman dan ketakutan dalam

kehidupan (Pasal 28A dan 28G ayat 1UUD 1945).
Sederhananya, Kemampuan angka 32% tentu akan meningkat jika
kemudian ditambahkan angka 16%.

Bahwa buraian tersebut diatas, menurut Para Pemohon terdapat
kerugian hak kostitusional Para pemohon dengan masih diberlakukannya

Pasal 21 ayat (2) huruf @ UU KEUDA.

Dengan demikian, Para pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum

(legal standing) untuk mengajukan permohcnan a quoc.

II1. ALASAN PERMOHONAN
PENGANTAR

Pemohon berkeyakinan bahwa pada Pasal UU KEUDA vyang
dimohonkan di-uji-kan pada Permohonan a quo adalah terkait masalah
konstisusional (norma konstitusi) dan norma universal Hak Azazi Manusia
atas hidup dan kehidupannya (perlindungan atas kehidupan manusia dan

generasi penerus republik ini).

Dan vyang pasti adalah terkait masalah norma Kkonstitusional

(KESELARASAN DAN KEADILAN) bagi warga negara republik ini, sebagai
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sebuah jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan MATERIIL undang-

undang yang selaras dan adil.

Keselarasan dan keadilan-lah yang dapat diharapkan menjamin
perindungan dan pertahanan hak hidup dan kehidupan rakyat serta

membebaskan rakyat dari ancaman dan ketakutan dalam kehidupannya.

Sudah saatnya Pasal a quo dihapuskan dan/atau dimaknai ulang

sebagai wujud dari penjagaan konstitusi republik ini.

Selain itu, bahwa materiil pada Pasal a quo sudah seharusnya tidak
menjadi bola liar yang hanya menjadi bahan materi diskusi angka bagi para

pembentuk undang-undang.

Dan parahnya lagi ketika diskusi angka tersebut (di meja para
pembentuk undang-undang) ujungnya hanya menghasilkan angka premature
yang dasarnya hanyalah angka - angka penuh kepentingan, angka kira-kira,
angka fiksi dan angka-angka gaib lainnya vyang sudah tidak
mempertimbangkan lagi norma-norma universal hak azazi manusia dan

norma-norma konstitusi republik ini.

Karenanya, saat ini dibutuhkan kebijaksanaan para penterjemah
konstitusi untuk memberi gambaran pertimbangan normatif materiil
konstitusional (yang final dan mengikat) atas Pasal a quo sebagai sebuah
shortcut penegakkan prinsip keadilan dan keselarasan bagi para pembentuk

undang-undang saat ini dan kedepan nantinya.
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Urgensi ini menjadi penting, karena jika tidak dilakukan shortcut atas
Pasal a quo, maka materi konstitusional pada Pasal a quo akan masuk

menjadi komoditas di pasar gaib politik dagang sapi .

Hanya akan menjadi bahan wacana angka bagi para pembentuk
undang-undang, dan ketika ada perubahan angka atas Pasal a quo tanpa
perintah dan/atau arahan konstitusional dari para penterjemah konstitusi,
maka kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya adalah bahwa angka gaib
(perubahan) tersebut tentu akan mendarat lagi di meja para penterjemah

konstitusi dalam bentuk Permohonan Perkara penguijian undang-undang.

Sepertinya jika itu yang terjadi, maka republik ini akan berkerja dua

kali, tentu hal ini sangatlah tidak efektif.

Selain itu, tidak ada yang dapat menjamin bahwa para pembentuk
undang-undang akan bekerja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya secra

cepat, cermat dan akurat.

Dan yang pasti, tidek ada yang dapat menjamin kapan para
pembentuk undang-undang akan melakukan perubahan atas undang-undang
tersebut, hal itu tentu sangat berbanding terbalik dengan kebutuhan respon

cepat atas hak dan perlindungan hidup para Pemohon.

Dan karenanya, jika tetap terjadi pembiaran atas telah terjadinya
ketidakselarasan dan ketidakadilan pada undang-undang, maka jelas itu
artinya  telah  membangkitkan  kembali  fenomena  Babylonische

Spraakverwarring dalam versi barunya, versi Milenial,
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Uraian alasan Permchonan di halaman sefanjutnya :

III.1 : NORMA KESELARASAN (halaman 24 — 27)

I11,2. ;: NORMA KEADILAN (halaman 28 - 64)

I11.3. : NORMA HAK AZAZI MANUSIA (halaman 64 — 116)

I11.4, : NORMA TERKAIT LAINNYA (halaman 117 — 126)

II1.1. NORMA KESELARASAN
Dasar : Pasal 18A ayat (2) UUD 1945

Pasal Yang Di-Uji-Kan Sudah "GAGAL KONSTRUKSI".

Secara spesifik terkait telah “gagal konstruksi - nya” ketentuan Pasal 21
ayat (2) huruf @ UU KEUDA (yang dimohonkan di-uji-kan) dalam

Permchonan ini dapat disampaikan sebagi berikut :

1. Undang-Undang spesifik yang secara mengatur tentang pengeiolaan
sumber daya Panas Bumi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2014 tentang Panas Bumi (selanjutnya disebut UU PABUM, terlampir
sebagai Bukti P-3);

2. Original intens dari UU PABUM adalah sebagai pengganti dari Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (UU 27/2003)
yang dianggap belum mengatur pemanfaatan Panas Bumi secara

komprehensif;
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. UU KEUDA ditetapkan tanggal 15 Oktober 2004. Karenanya “original
intens” pada penentuan kalkulasi besaran angka (persentase)
pembagian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pertambangan Panas Bumi
pada Pasal 21 ayat (2) huruf a (pasal yang diujikan pada
Permohonan ini) tentunya didasarkan, mengacu dan/atau
mempertimbangkan ketentuan pada UU 27/2003;

. Dan setelah UU 27/2003 diganti dengan UU PABUM yang lebih
komprehensif, maka tentu terjadi “ke-tidak selaras-an cara berpikir”,
ketika UU KEUDA masih tetap diberlakukan (mengikuti “cara berpikir”
UU 27/2003) bukan mengikuti “cara berpikir baru” UU PABUM;

. Fakta membuktikan bahwa UU PABUM telah mencabut kewenangan
Pemerintah Provinsi dalam pengefolaan Panas Bumi;

. Pencabutan kewenangan tersebut kemudian telah dikuatkan oleh
Mahkamah Konstitusi pada Putusan Perkara Nomor 11 /PUU-XIV/2016
yang dimohonkan oleh Dr. H. Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur
(Putusan dibacakan pada 20 September 2017, terlampir sebagai
BUKTI P-4);

. Demikian juga pada Penjelasan UU KEUDA secara tegas menegaskan
bahwa “cara berpikir” UU KEUDA adalah “penganut” prinsip money
follow function :

‘pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban

dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan, ”
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Prinsip ini mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan
kepada pemerintah daerah (expenditure assignment) akan diiringi
oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal
penerimaan/pendanaan (revenue assignment). Dengan kata lain,
penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa
konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan
kewenangan tersebut;

8. Oleh karenanya, saat UU PABUM ditetapkan (17 September 2014) dan
kemudian menjadi final dan mengikat melakui Putusan Mahkamah
Konstitusi (20 September 2017), maka saat itu juga Pasal a quo (Pasal
21 ayat (2) huruf 2 UU KEUDA) sebenarnya SUDAH BATAL
DENGAN SENDIRINYA.

9. Batal karena sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip yang dianut oleh

UU KEUDA itu sendiri dan yang pasti bertentangan UU PABUM;

Bahwa dalam dunia filsafat Civil Law System dikenal satu istilah yang
disampaikan oleh Hugo Grotius/Huug de Groot/Hugo de Groot sang bapak

doktrin Lex Naturalis pada 500 tahun yang lalu.

Satu istilah yang menunjuk pada terjadinya fenomena ke-tidak
selaras-an danfatau ke-tidak sinkron-an antar peraturan perundang-

undangan.
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Hugo menyebutnya dengan istilsh Babylonische Spraakverwarring.
Suatu istilah yang menunjuk pada telah terjadinya Kekacauan Hukum atau

Kekacauan Dalam Hukum :

“door elkaar spreken Zonder naar elkaar te luisteren en efkaar niet
verstaan atau waarin allen door elkaar praten en niemand er meer

wils uit wordt ”

"Ketika semua berbicara  sendiri-sendiri, tanpa saling
mendengarkan dan tidak saling pengertian..”,

“Ketika semua berbicara satu sama lain tetapi hasil akhirnya tidak
ada yang menjadi lebih bijak karenanya..”.

Bahwa munculnya istilah fenomena Babylonische Spraakverwarring
sangatlah erat kaitannya dengan kisah tentang keangkuhan manusia, sebuah
kisah tentang fenomena defusi kebijjaksanaan, sebuah kisah yang ujung-

ujungnya adalah me-legal-kan ketidakadilan di muka bumi ini.

Dan karenanya ketika ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf @ UU KEUDA
(yang dimohonkan di-uji-kan) daiam Permohonan ini sudah mengalami
“gagal konstruksi”, Maka sudah saatnya Pasal a quo dihapuskan, agar
fenomena Babylonische Spraakverwarring tidak terjadi di Republik Indonesia,
fenomena sindrom delusi kebijaksanaan yang ujungnya hanya me-legal-kan

ketidakadilan untuk kepentingan sindikat pihak-pihak tertentu di republik ini,
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I11.2. NORMA KEADILAN
Dasar : Pasal 18A ayat (2) UUD 1945

#2.1. Penduduk Kabupaten Bandung Sebagai Daerah
Penghasil Ternyata Membayar Tarif Listrik Yang LEBIH
MAHAL Daripada Penduduk Daerah Pemanfaat.

Bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bandung,
Kahupaten yang saat ini tercatat sebagai Daerah Penghasil PLTP Panas Bumi

yang terbesar di Indonesia (46,4% dari produksi nasional).

Kamojang 2 1988 55
Kamojang 3 1988 55
Daraiat 1 1994 55
Darajat 2 2000 8
Darajst 3 2007 121
Kamaojang 4 2008 60
Kamajang 5 2015 s

Ul Pembangkit

Wayang Windu ¢ 2000 110
Wayang Windu 2 2008 17 -
Patuha 1 0 55 Teshiba
Kapasitas Terpasang o -
WKP (MW) % Nasional
SE-INDONESIA 1.698,5 100
di Kabupaten Bandung 787 46,4

(Sumber : Buku "POTENSI PANAS BUMI INDONESIA” Jilid 1 - Terbit
Agustus 2017 - Penerbit : Direktorat Panas Bumi Direktorat Jenderal
Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia)
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Bahwa Pemerintah selalu mem - bangga - kan tentang kehebatan
Republik Indonesia sebagai Produsen Listrik Panas Bumi terbesar KEDUA di
dunia, terbesar kedua setelah negara Amerika Serikat. Indonesia adalah
negara Super Power dibidang listrik panas bumi (bersama dengan Fiilipina

menjadi seperti negara Rusia dan Cina di bidang produksi Panas Bumi) :

Rida Mulyana, Dirjen EBTKE mengatakan,
capaian ini membuat Indonesia menempati
posisi kedua setelah Amerika Serikat dalam
pemanfaatan panas bumi sebagai tenaga
listrik, menggeser Filipina.

“Kita patut bangga karena dengan capaian itu
melebihi Filipina sebesar 1.870 Megawatt”
katanya kepada wartawan baru-baru ini di
Jakarta.

(Sumber : http//:www.mongabay.co.id ~ 21 Mei 2018)

Mungkin dalam bahasa /ain (dunia olah-raga/olah-fisik) sebenarnya
dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung adalah Atlit Super Power,
ATLIT TERHEBAT pada OLIMPIADE PANAS BUMI, ATLIT PEMEGANG REKOR
DUNIA TERCEPAT PERTUMBUHANNYA pada cabang peng-oish raga-an /

peng-olah fisik-an suatu daerah .

Kabupaten Bandung sebagai atlit tahun 80 - an (mulai operasi tahun

1983) terbukti jauh lebih ber-prestasi dan lebih tinggi kemampuan peng-o/ah
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raga-an / peng-olah fisik-an daripada prestasi dan kemampuan sesama atlit
19 80-an negara Amerika Serikat (Atlitnya : Kabupaten Beaver di negara
bagian Utah dan Kabupaten Washoe di negara bagian Nevada Amerika
Serikat, yang produksinya tahun 2018 ini hanya sekitar 23 dan 26

Megawatt).

Prestasi dan kemampuan produksi atlit Kabupaten Bandung (dengan

produksi 787 Megawatt) terbukti adalah dua puluh kali lipat daripada prestasi
dan kemampuan kedua atlit Amerika Serikat diatas.

Prestasi dan kemampuan atlit Kabupaten bandung hanya setengah
dari kemampuan atlit panas bumi terbesar sedunia : Kabupaten Mendocino
di negara bagian California Amerika serikat, atlit jadoel senior Amerika
Serikat yang mulai produksi 1921 (atlit senior yang hampir berusia 100
tahun), saat ini kemnampuan produksi-nya sekitar 1.571 Megawatt (43% dari

produksi nasional Amerika Serikat).

Bandingkan saja dengan kemampuan produksi antara Kabupaten
Bandung (yang usia produksi-nya baru 34 tahun) dengan Kabupaten
Mendocino, beda usia sekitar tiga kali lipat, tetapi kemampuan produksi-nya

sudah setengahnya.

Total produksi listrik Panas Bumi di Amerika Serikat sekitar 3.591
Megawatt, karenanya jika Kabupaten Bandung adalah bagian dari Amerika

Serikat, maka Kabupaten Bandung adalah daerah penghasil terbesar kedua
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di Amerika serikat. Produksi Kabupaten Bandung sekitar 22% dari total

produksi nasional negara Amerika Serikat.

Dengan prestasi dan kemampuannya, Kabupaten Bandung telah
terbukti mampu mengalahkan prestasi dan kemampuan 8 (delapan) negara
bagian penghasil panas bumi di Amerika Serikat (selain negara bagian
California), total produksi delapan negara bagian, bukan hanya total produksi

delapan Kabupaten/Kota di Amerika Serikat.

Bahwa negara bagian California (yang memiliki kota besar Los
Angeles) adalah negara bagian di Amerika Serikat dengan jumlah penduduk
sekitar 40 juta jiwa (terbanyak kedua setelah negara bagian New York).
Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto (GDP/PDB) negara bagian
Cafifornia mencapai 30.000 triliun rupiah, dua kali lipat dari GDP negara

Republik Indonesia {sekitar 14.000 triliun).

Jika diranking berdasarkan GDP, jika California adalah negara
merdeka (bukan bagian dari Amerika Serikat), maka California akan
menempati ranking negara ber-GDP terbesar ke-6 (keenam) se-dunia, lebih

tinggi dari GDP negara Inggris dan negara Perancis.

Bandingkan dengan GDP Republik Indonesia yang menempati ranking
ke-16 (enam belas) terbesar se-dunia (RI dengan jumlah penduduk sekitar
230 juta jiwa dengan California yang jumlah penduduk-nya sekitar 40 juta
jiwa), RI yang GDP-nya hanya setengah dari California tetapi jumiah

penduduk hampir 5 (lima) kali lipat California.
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Dengan jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa, mungkin jika
Kabupaten Bandung berada di California, tentu Kabupaten Bandung akan

menjadi Kabupaten kedua terbesar di California (setelah Kota Los Angeles).
Bahwa semua orang pasti paham bahwa pertumbuhan ekonomi tentu

disebabkan oleh adanya kemampuan penyediaan energi sebagai sarana
utama proses produksi apapun juga. Tidak Ada Ekonomi Jika Tidak Ada

Produksi, dan Tidak Ada Produksi Jika Tidak Ada Listrik.

Karenanya, tentu sangat-sangat mungkin jika Kabupaten Bandung
berada Amerika Serikat (yang ber-GDP 200.000 triliun) dan/atau California
(yang ber-GDP 30.000 triliun), dengan prestasi dan kemampuan produksi
listrik Panas Bumi 787 Megawatt, tentu Kabupaten bandung akan mendapat

tempat yang sangat-sangat di-mufia-kan disisi mereka.

Dan yang pasti, prestasi dan kemampuan produksi Kabupaten
Bandung ini jelas membanggakan Indonesia, selalu dibangga - bangga - kan
oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia, dan menjadi materi
kebanggaan delegasi Indonesia pada rapat/pertemuan dengan negara

fainnya saat bicara tentang panas bumi.

Kemudian fakta membuktikan bahwa produksi listrik yang dihasilkan
PLTP Panas Bumi yang berada di Kabupaten Bandung telah terhubung

(terkoneksi) dengan Jaringan Listrik Pembangkit Jawa-Bali.

Artinya listrik yang dihasilkan oleh PLTP Kabupaten Bandung juga

digunakan untuk listrik di kantor-kantor konglomerat di Jakarta,
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menghidupkan lampu-lampu laser kemegahan pembukaan Asian Games di
Istora Senayan, menghidupi AC dan Komputer di kantor Presiden RI,
menghidupkan lampu-lampu di ruang sidang Mahkamah Konstitusi RI.
Bahkan untuk menghidupkan lampu-lampu di dunia gemerlap hiburan malam
di Jakarta yang jelas-jelas tidak produktif dan menghina Keadilan Bagi

Seluruh Rakyat Indonesia.

Fakta yang paling ironis (menyedihkan) adalah fakta bahwa
Kabupaten Bandung yang merupakan Daerah Penghasil listrik terbesar dunia
(yang. menjadi kebanggaan Indonesia), ternyata penduduk-nya membayar
harga listrik yang JAUH LEBIH MAHAL daripada harga listrik yang dibayar
oleh dunia bisnis hiburan malam di Jakarta. Fakta tersebut dapat dilihat juga

pada halaman akhir {halaman 51-55) BUKTI P-5), gambaran singkatnya :

G a1 G b S B eRee B Rt ST wn & e

oy Blaya
Estimasi jumlah kivh yang dibelf Estimasi jumlah kWh yang dibeli
64.3 kWh 66.2 kWh
{Datal B"zyii Delz B -
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Fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah-rumah penduduk
Kabupaten Bandung yang menggunakan listrik token berdaya 1.300 kWh
ternyata ketika membeli token seharga Rp.100rb hanya mendapatkan 64,3
kWh, sementara dunia hiburan malam di Jakarta yang menggunakan daya
53.000 kWh saat membeli token seharga Rp.100rb ternyata mendapatkan

66,2 kwh.

Dengan kata lain bahwa penduduk Kabupaten Bandung membayar
listrik LEBIH MAHAL daripada pengusaha dunia hiburan matam di Jakarta,

dunia yang mendapat harga lebih murah karena dianggap adalah usaha yang

produktif, tentu jelas usaha yang produktif, produktif bagi para user
langganan-nya, bagi para PSK, mucikari dan langganan-nya, serta bagi para

bandar narkoba dan langganan-nya.

#2.2. Tarif Dasar Listrik Yang Lebih Mahal Ternyata
Adalah Perintah Dari World Bank (Sebagai Konsekuensi
Atas Utang Negara Pemerintah dari World Bank)

Fakta membuktikan, bahwa pada 4 Desember 2015, Pemerintah
menandatangani utang negara, utang luar negeri kepada LSM Internasional
World Bank sebesar 500 Juta Dollar (lebih dari 7 (tujuh) Triliun rupiah) yang
nomenklatur-nya ber-tema-kan pengembangan Panas Bumi (Loan

Agreement terlampir sebagai BUKTI P-14) :
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Pubke Distlatue Authorized

.01,

LOAN NUMBER X557.10

Loan Agreement

{Fire) fndonenia Sesialeniie wad Inclusive Energy Developeacat Policy Laan)
betweera
REPUBLIC OF INDONESIA
and
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUITION

AND DEVELOPMENT

Dued  Deeember - 11

ARTICLE Il — LOAN
The Bagk agrees to lend to the Barrower, on the terms and coaditions sct forth or referred to in
this Agrecment, the amount of five bundred million United States Dollars (USD 500.000,000), as

such amount may be converted from time to time through a Currency Conversion in accordance
with the provisions of Section 2.08 of this Agreement {“Loan™).

AGREED at Jakarta, Republic of Indonesia, as of the day and year first above writicn.

REPUBLIC OF INDONESIA

">

8y

Authorized Representafive

Nome: _Robref  Jowpaben . ..
Tate: Dice s bor gmgﬁ_ﬂmgu.ﬁmmfg

ane RisH Aorgihir

INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

o L

Authorized Representative

Name: _ MDIANE  Diop

Tiale;  P4Tive  Courrry  DinssTpe |
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Menariknya dari utang tersebut, ternyata ada beberapa syarat yang
mengikat untuk dilakukan oleh Pemerintah atas diberikannya utang tersebut
adalah bahwa Pemerintah akan melakukan perubahan beberapa regulasi

(Peraturan Menterf) yang terkait dengan tema Panas Bumi :

1. Peraturan Menteri ESDM (MEMR/Minister of Energy and Mineral
Resources Regulation) No. : 9/2014, 19/2014, 31/2014, 9/2015;

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MoEF/Minister
of Environment and Forestry) : P-97/2015, 97/2014 dan 1/2015;

3. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (MASA/Minister of Agrarian and
Spatial Affairs/Head of National Land Agency) : 2/2015 ;

4. Peraturan Menteri Keuangan (MoF/Minister of Finance) : Peraturan
“Khusus” that lays out a performance - based regulation framework
covering: (a) selting targets for controflable costs, and the calculation
of the revenue requirement for PLN s operations and investments;
and (b) the calcuiation and disbursement of budget support fo PLN

based on revenue requirement and approved tariffs.

Yang paling mendebarkan jantung, adalah perintah World Bank di Loan
Agreement : Section I — Pilar A point 1 bahwa Pemerintah wajib mencabut
subsidi listrik dan menaikkan Tarif Dasar Listrik : 7he Minister of Energy and
Mineral Resources has issued regulations to phase out electricity subsidies...

and PLN has implemented the corresponding tariff increases.

Fakta membuktikan bahwa Peraturan Menteri ESDM yang diperintahkan

World Bank untuk diubah itu adalah tentang angka kenaikan Tarif Listrik :
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FERATURAN MENTER: ESOMNO.09

TAHUN 2014 TENTANG TARF ' ,
PrmenbeteiEgidn oo o TOMGUSTROMGOSIMGAN Lt Uhat  PemenESDMISTan °'“M:2£""E£ﬁﬁ‘;""
Sumber Daya Mineral CLEH PERUSAHAAN PERSERDASN Katelog  Abstrax Wil pdl 31:'2(?1 4 )
(PERSERQ] PTPERUSAHAMN LISTRK
B REGARA
PERATUBAN NENTER ESOH 0. 19
TARIN 2014 TENTANG PERUBANAN
ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI
\ DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR . o Meaquiah Peraturan
P”’;ﬁ;m":;ﬁw 1952014 09 TAHUN 2014 TENTANG TariF Kf:“ Abu;f;k p““‘mzisﬁ";; TR enten ESOM o
TERAGALISTAK VANG OISEDIKAN "0 s wisi
OLEH PERUSAHAN PERSEROAN
(PERSER) PT PERUSAHAAN LISTRIK
e . MEGARR _ P
' PERATURAN MENTER! ESOM 0. 31
TAHUN 2014 TENTARG TARF Cicaburt Ouh Peraturan
Peratsan henter Energ: dan 1400 TENACALISTRCYANG OISEDRSKAN et LRat  PemnenfSDM31Tabun  Memasi Erergidan
Sumber Gaya Minesal (OLEH PERUSARAAN PERSERCAAN Katelog  Abstrak 2004pdf Sumber Daya Mineral No,
(PERSERD) FT PERISAHARRLISTRIK 2872015
m - SR
,,,,, e e
TAHUN 7015 TENTANG PERUBAHAR
ATAS PERATURAM MENTERI ENERGY
. D4N SULBER DAYA MINERAL HOMOR ‘ ‘ Mengubiah Feislusen
P";‘fj:&’f;ﬁﬁ;’f,““ QrANG 31 TAHEN 2004 TENTANG TARIF K:::;g ‘t';f:k P""“’;:é”;fq T fenteri ESTM Mo,
TENAGA LISTRIC VANG DISEDNAKAN ‘ 204
OLEH PERUSAHAAN PERSEROAR
(PEASERD) PT PERUSAHALN LETRIK
NEGARA

Bahwa Permenesdm No. 9/2014, 19/2014, 31/2014 dan 9/2015
adalah Permen yang diterbitkan sebelurn acara ngutang ke Worid Bank itu

ditandatangani.

Dan sebagai implementasi pelaksanaan perintah dari World Bank itu,
maka Pemerintah menetapkan Permen baru tentang TDL yaitu Permenesdm
No, 28/2016 (ditetapkan tanggal 13 Oktober 2016, sekitar 10 bulan setelah
Loan Agreement ditandatangani), dan Permenesdm 28/2016 terntang TDL

itulah yang beriaku hingga sekarang ini :
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PERATURAN MENTERI ENERG! DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
ROMOR 7= Tapun F0te
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YARG DISEDIAKAN OLEN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA {PERSERO]
Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ind mulai beriskw, Peratursn
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun
2014 teniang Taril Tenaga Listrik yang Oiscdiakan olch
Perusshaan Persersan {Persero} PT Perusahaan Listrik Negars
{Berita Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 1770}
schagaimana telah diubah dengan Perstursn Menteri Energi
dan Sumber Duya Mmeral Nomor 09 Tahun 2015 wentang
Perubahan stas Peraturan Menteri Energl dan Sumber Duya
Minersl Nomor 31 Tahun 2014 tentang Terif Tenags Listrik
yang Disedinkan oich Perusshasn Perscroan  (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negare Republik
Indoncsia Tahun 2015 Nomor 350}, dicsbut dan dinyatakan
tidak beriaku.

Dhzetaphon i Jakarts

padu tanggsd 12 Dirtohe: L8L6

Fit. MENTERP ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPURLIK INDUNESIA,

LAHUT BINGAR PANDUAITAN

Entah kemana Dewan Perwakilan Republik Indonesia, apakah mereka

mengetahui misteri tersembunyi dibalik semua ini ?!.

Apakah mereka lupa kepada rakyat Kabupaten Bandung sebagai

rakyat Daerah Penghasil, rakyat yang sebenarnya lebih tepat sasaran ! :
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b. bahwa penerapan subsidi tarif tenaga listrik yang lebih
tepat sasaran untuk golongan pelanggan rumah tangga
melalui penyesumian tani{ untuk rumah tangga mampu
dengan daya.900.VA sebagaimana dimaksud dalam huruf

telah mendapat persetujuan)Dewan Perwakilan Rakyat

I€Eia sssuai dengan hasil Rapat Kerja

Komisi Vil Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada

tanggal 22 September 2016;

(Permenesdm 28/2016)

Fakta diatas sekaligus membuktikan bahwa ternyata kenaikan Tarif
Dasar Listrik (TDL) di republik ini sebenamya bukanlah karena faktor
objektif, tetapi di-naik-kan lebih karena adanya kepentingan subjektif, yaitu
untuk menjalankan amanat/perintah dari 15 (lima belas) lembar kertas made

in World Bank, kertas ngutang.

Ternyata World Bank-lah yang menentukan kenaikan TDL di repubiik

ini. Ternyata nasib rakyat republik ini ditentukan oleh World Bank.

Ternyata nasib rakyat Kabupaten Bandung sebagai daerah penghasil
listrik ditentukan oleh LSM Internasional, LSM World Bank yang mendadak

menjadi pemilik energi Panas Bumi di republik ini.

Entah apa kata nurani yang waras ketika melihat fakta-fakta diatas,
ternyata Pemerintah ngutang hanya untuk menaikkan TDL, bahkan mungkin
ngutang (menggunakan utang itu, sebagai komponen pembiayaan utang)

untuk membiayai konsumsi nasi-nasi kotak, aqua gelas, amptop-ampiop non-
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SP] dan bensin-bensin mobil dinas pada setiap rapat-rapat dan pertemuan-

pertemuan aparatur Pemerintah yang membahas kenaikan TDL tersebut,

Nasi kotak dan aqua gelas hasil utangan rakyat, utangan yang dijamin
langsung HABIS TERPAKALI ketika beliau-beliau mendarat ke toilet (mungkin
hanya menyisakan lemak dan kolesterol yang menempel membungkus
jantungnya), TETAPI rakyat (dan anak cucu-nya) tetap masih harus
membayar pokok plus bunganya selama 20 (dua puluh) tahun, dan sekarang
masih 17 tahun lagi utang itu lunas (Jadwal Lunas : 1 Desember 2035). Nasi

kotak dan aqua gelas termahal di planet bumi ini...

T Principat Payment Date | Installoaent Share (Expressed as a Percentage) |
; Jume |, 2021 228 i
Docember 1, 2021
June 1, 2022
December |, 2022
June . 2023
" December 1, 2033
o June ). 2023
December 1,302 1
dune 23S
December 1, 2025
Tune 1, 2026
Decomber 1, X026
June 1. 2027
" December 1,207
June 120K
!kmnbal 028
T e 1, 2009 "'“4
December 1, 3029
Jung 1, 2030
" Dicember 1, 2030
" Junc 1,203
“Devember 1NN |
Jnnc!.'.’ﬂ‘i‘ b
 December 1,303
June 1. 033
T December 1. 2013
; . June 1, 2074 i

ot

"

December 12034 |

Brecember 1,2035

40/ 130



#2.3. Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Ternyata
Membayar Pajak Yang Lebih Mahal / Lebih Tinggi
Daripada Pengusaha/Konglomerat di Jakarta

Fakta yang lebih ironis dan meng-enas-kan lagi :

SMIULASI TAGHAN LISTRIK PRABAYAR
Tanggel Pomberian Q482018 Tani Poruntukan RUMAH TANGGA
Kabupatenola Katiupaten Bandung Oma 450
8 Rupssh pemickan KAUM MISKIN KAMPUNG z 100 oog.g
b Malerm dd . ’ 1
¢ Rupeh Nassksskn PLN (8) di Negeri di Ujung Tanduk B e
d Rupweh pagsk penesangan mian (6% PP x Rp
¢ Rupssh PPr (10%) Rg. Ly}
T Rupiah loken yang dkomverss ke kyh Rp B4 34000
SIMULAS! TAGHAN LISTRIX PRABAYAR
Tanggal Pemben AGY2012 Tari Peruntukan BISNIS
KebupatenXola DK JAKARTA Daya 53000
& Ruprahi pembetan KAUM TANR KOTA Rp. 100000,00
b Matersi _ Rp. 2,00
¢ Rupish fransaksi ke PLN (a-d) di DKl Jakarta Rp. 10000000
d Rupioh pegak penecengan gian (3% PRI x f fp
o Fupsah PPa {10%) Rp 7
1 Rupiah hoken yang dkonvers: ke Xvh Rp 708706
Tangoal Pembelan 040872018 Tard Peruntukan NDUSTR
Kebupaten¥ola DKI JAXARTA Daya 13200
2 Rupah pembeten KAUM TAJIR KOTA Rp 10000000
bgew di DKi Jakarta Rp 00
¢ Rupah ransaksike PLN (8.5} R 10000000
 Rupnah ik penerangan jin (2 4% PPJ x ) Rp
e Rupigh PP (10%) Rp 000
{ Rupiah ioken yang dionversi ke kivh Rp 97656,00

Fakta ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten
Bandung (yang menggunakan listrik subsidi berdaya 450 kwWh) ternyata
membayar Pajak (PPJ) DUA KALI LIPAT LEBIH MAHAL daripada yang dibayar

oleh para pengusaha/bisnisman di Jakarta, lebih mahal daripada Pajak yang
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dibayar oleh kantor-kantor konglomerat, pabrik-pabrik dan dunia hiburan

malam di Jakarta.

Entah apalagi yang dapat dikatakan oleh nurani manusia yang sehat

bin waras ketika melihat fakta ini.

Fakta yang “legal” di republik ini, fakta akibat adanya delusi

kebijaksanaan pada peraturan perundang-undangan.

#2.4. Rakyat Miskin Di Daerah Penghasil Membayar
Beragam Jenis Pajak Dan Dibebani Pembayaran Pajak
yang Lebih Mahal, Sementara Pengusaha Panas Bumi
Mendapat Insentif Keringanan Pajak.

Fakta membuktikan bahwa rakyat miskin pengguna listrik subsidi (450

& 900 kWh) membayar beragam jenis pajak, selain pembayaran PPJ]

vanglebih mahal, rakyat miskin juga dibebani pajak langsung yang terkait
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dengan kehidupannya, salah satunya adalah pembayaran PBB (Pajak Bumi

Bangunan).
Bahwa pembayaran PBB tersebut kadang dilakukan dengan cara yang
brutal, rakyat dikejar-kejar pembayarannya oleh aparatur pemerintahan {dari

mulai Kepala Desa hingga Ketua RT/RW). Alasan pengejaran itu kadang
karena alasan bahwa tingkat tercapainya 100% pembayaran PBB di desa
tersebut telash menjadi salah satu syarat penentuan dan pencairan ADD

(Alokasi Dana Desa).

Rakyat miskin dikejar-kejar untuk membayar PBB atas sebidang
sawahnya, sawah yang luasnya hanya sekitar 50 meter persegi, sawah yang

menjadi tempat bergantungnya kehidupan keluarga rakyat miskin desa.

Demikian juga dengan rakyat miskin yang kesehariannya bekerja
sebagai buruh pabrik, gaji mereka yang cuma sekelas UMR langsung
dipotong Pajak Penghasilan-nya (PPh) setiap bulannya. Tidak ada kata
kompromi pajak, karena gaji tersebut langsung dipotong PPh-nya saat gaji

diterima.

Sementara fakta juga membuktikan bahwa para Pengusaha Panas
Bumi ternyata mendapat beragam insentif keringanan pajak, bahkan hingga
GRATIS pembayaran beragam jenis Pajak (PPN, PPh, PBB dsb di tanggung

oleh Pemerintah).

Salah satu regulasi terkait insentif pembayaran Pajak bagi para

Pengusaha Panas Bumi tersebut adalah PMK 21/2010 (Peraturan Menteri
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Keuangan Nomor 21/PMK.011/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang
Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan
Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan) yang substansi isi PMK tersebut
adalah pemberian begitu banyak fasilitas insentif pajak untuk para
Pengusaha Panas Bumi. Dalam Pasal 2 PMK tersebut, fasilitas insentif

diberikan meliputi :

1. Pengurangan faktor penghitung Pajak Penghasilan (PPh), berupa (a)
pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman
modal yang dibebankan selama 6 tahun masing-masing 5% setahun;
(b) penyusutan dan amortisasi dipercepat; (c) Pengenaan PPh Pasal
26 atas dividen sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut
P3B; dan (d) tambahan kompensasi kerugian maksimal 5 tahun.

2. Pembebasan (gratis) PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Pembebasan (gratis) Bea Masuk atas Impor.

4. Pemberian insentif Pajak Ditanggung Pemerintah (gratis) atas PPh dan
PPN lainnya yang wajib dibayar sesuai ketentuan UU Perpajakan,
Pengusaha tidak perlu bayar karena Pemerintah yang menanggung

pembayarannya.

Kemudian Pemerintah (melalui Menteri Keuangan RI) juga menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) lainnya yang substansi isinya tentang

pemberian insentif bagi Pengusaha Panas Bumi :
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA
NOMOR : 231/PMK.011/2011

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH GAN
PENGHITUNGAN PENERTMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGIITAN
ENERGI/LISTHIN TAHUN ANGGARAN 2011

Menimbang :

dst

Bahwa alokasi dana untuk pembayaran pajek Ditanggueg Pemerintah
sebagatnane dimaksud dalem hursf a, berasal dani setoran bagian pemerintah
atas hasll pengusahaan sumber daya panas bumi yang perolehan ifin ussha
atau p tatd k k pengusahaan sebelum berlakunya Undang-
tindang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;

dst

Pazal 5

Penerimaan Negara Bukan Pajak dibitung dasi astoran bagisn Pemeriatah
tebageimana dimaksud dalam Pagal £ ayat (1) setelah dikurangf dengan semua
kewsajiban pembayaran Pajak-patak dan Pungutan-pungutan lain,

Pasat g

Peraturan Menterd i1l mulal berlaky padatanggal L Jasuari 2011 sampai dengan
tanggal 31 Oesember 2011,

dst

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Degember 2011

MENTERT KELJANGAN,
td.
AGUS DWW, MARTOWARDOIO

Selanjutnya ada Perubahan PMK tersebut yang substansi isinya tetap
sama, tetapi hanya memperpanjang “masa hidup” PMK tersebut (agar

Menkeu tidak capek-capek menetapkan PMK baru tiap tahun anggaran) :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ; 179/PMK.011/2013

TENTANG

PAJAK FENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN
PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAIN PAJAK ATAS HASTL
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMIL
UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK

Menimbang :

e S50 idem PMK 21,2011

Pasal 8 {perubahan}

Ketentuan mengenai  Palak Peaghasilan  ditanggung Pemerintzh dan
penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas hasil pengusahaan sumber
daya panas bumi untuk pembangkitan energiflisteik sebagaimans dimaksud
daiam Peraturan Menteri ini mulai berlakv pada tanggal 1 Januari 2013,

det idem PMK 212011

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI

(Sumber PMK : hitps://peraturanpajak.com/)
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Dari fakta PMK 231/2011 dan 179/2013 diatas membuktikan bahwa
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh pemerintah dari
sektor Panas Bumi sebenarnya tidak secara langsung dinikmati oleh rakyat,
tetapi yang menikmatinya pertama kali adalah pengusaha Panas bumi itu
sendiri, kenikmatan berupa gratifikasi “yang legal " atas pajak yang harus

dibayarkannya.

Dan update regulasi yang terbaru terkait pemberian kenikmatan
GRATIFIKASI YANG LEGAL dari Pemerintah kepada Pengusaha Panas Bumi

adalah PMK 90/2017 :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/PMK.02/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERT KEUANGAN NOMOR
765/KMK.04/1992 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAK
PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILATI DAN PUNGUTAN-
PUNGUTAN LATNNYA ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA
PANAS BUMT UNTUK PEMBANGKITAN ENERGEI/LISTRIK

Menimbang :
dst

b. bahwa untuk menyelaraskan dengan ketentuan di bidang pengusahaan
panas bumi termasuk ketentuan mengensi penggantian bonus
produksi, serta penyesuaian nomenkiatur organisasi, perlu melakukan
penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Kewangan sebagaimana
dimaksyd dalam husef &

dst

Paxal 2

(3) Pajak-pajak lainnya berupa Pajak Pertambahan Nilal, Pajak Bumt dan
Bangunan dan pungutan-pungutan lainnya, ditanggung/dikembalikan
oleh Permerintaty,

{#) Bonus produksiyang teizh dibayarkan kepada pemarintah daerah diberikan
penggantian darl setoran bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}.

dst

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA,
ttd.
SRI MULYANT INDRAWATI
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Dari fakta PMK-PMK diatas membuktikan bahwa wajar saja jika dalam
penghitungan APBN setiap tahunnya terjadi fenomena raib - nya Pendapatan
Pajak, karena memang Pemerintah yang menanggung pendapatan pajak

tersebut, raib-nya pendapatan pajak untuk kepentingan sang pengusaha.

Pos Pendapatan yang diubah menjadi pos Pengeluaran, " masuk
kantong kiri-keluar kantong kanan “ , bahkan mungkin ‘“belum masuk

kantong kiri, kantung kanan sudah keluar”.

Sepertinya Pemerintah melihat bahwa rakyat miskin di republik ini
memang JAUH LEBIH KUAT kondisi dan ketahanan perutnya menahan lapar,

sehingga tidak butuh-butuh amat APBN.

Sementara sang Pengusaha (yang jelas-jelas) konglomerat memang
perut mereka mengidap penyakit BUSUNG LAPAR, sehingga sangat-sangat

membutuhkan APBN itu.

Lebih dari sepuluh tahun yang lalu tema gratifikasi pajak yang lega!
itu (Pajak Di Tanggung Pemerintah)} sebenarnya sudah pernah menjadi
trending toplc, ketika disatu sisi Pemerintah mengakui bahwa tidak ada
penerimaan riil (bidang panas bumi) yang masuk ke kas Pemerintah, tetapi

disisi fain ternyata gratifikasi pajak yang legal itu tetap saja dilanjutkan.

Kalah Pemerintah oleh kekuatan panas bumi.
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Jumat, 28 Des 2007 12:52 WIB

Panas Bumi 'Gerogoti' APBN

- detikFinance

Sri Mulyani mengaku pembebasan pajak untuk sektor panas bumi
memang lebih rumit dibandingkan sektor migas. Seperti diketahui,
pemerintah membebaskan bea masuk untuk impor alat eksplorasi dan

pajak untuk sektor migas dan panas bumi.

“Daerah tempat anda operasi akan mengatakan mana
revenue sharing saya?. Boro-boro untuk itu, bayar pajak
aja nggak cukup,” lanjutnya.

Kemudian Ketua BPK pun angkat bicara :

Pajak Ditanggung Pemerintah
(DTP) e

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan mengkritik kebijakan Pajak Di Tanggung Pemerintah.
Kebijakan itu dimuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
2008 yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua BPK Anwar Nasulion mengatakan, kebijakan itu aneh dan lidak ada acuannya di dalam
peraturan perundang-undangan bidang perpajakan. Sebab, ada dua definisi dalam pajak, yailu
yang harus dibayar oleh wajib pajak atau pajak yang harus dipungut dari waijib pajak. “lah kok
ini aneh, ada pajak yang dibayar negara.” kata Anwar di Jakarta kemarin.

Dia mengatakan kasus seperti ini tidak ada di negara lain. “Di
negara lain, mana ada negara bayar pajak?" kata Anwar.
Dalam aturan pajak, kebijakan itu juga tidak ada. Anwar
menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak konsisten
menerapkan aturan.
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Dan akhirnya pada LHP APBN T.A. 2009 Pemerintah mendapat ™ hadiah ”

WDP dari BPK karena ternyata trending topic itu masih terus berulang :

BPK NILAI MEKANISME PAJAK DTP BELUM
JELAS

JAKARTA: BPK menilai pemerintah belum memiliki pengaturan yang
jelas atas mekanisme pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Hal itu berpotensi disalahgunakan dalam memberikan informasi
penerimaan perpajakan yang tidak sesuai dengan prestasi
sesungguhnya.

Masalah mekanisme DTP ini merupakan salah satu alasan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat memberikan opini wajar tanpa
pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah pusat 2009
Penilaian yang diberikan adalah wajar dengan pengecualian (WDP).

Tapi entah mengapa tema DTP itu kembali menghilang begitu saja,
hingga hari ini tetap gone with the wind, mungkin sekarang akan bangkit
kembali menjadi treding topic, ketika deretan regulasi gratifikasi pajak yang

legal itu ternyata masih tetap eksis berdiri dengan gagahnya.

Bahkan dalam perkembangan terakhirnya menjadi semakin brutal, DUA

TAHUN KE BELAKANG (RAPBN 2017) DTP menjadi pos “belanja subsidi” :

Pemerintah Alokasikan Rp9,8
Triliun untuk Subsidi PPh
Tahun Depan Selin 06 Chinher 31617 80

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menganggarkan subsidi pejak penghasiian
{PPh} atau dikenal dengan PPh Di Tanggung Pemerintah (OTP) sebesar Rp9,8 trikiun dalam

RAPBN 2017
Direklur Jenderal Anggaran Kemenlerian Keuangan (i{emenkeu) Askolani mengetakan bentuk
PPh yang ditanggung melalui elokasi anggaran lersebut yang pertama, PPh yang diberikan

sebagai insentif pada komaditas panas bumi.
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SATU TAHUN KE BELAKANG (RAPBN 2018), treding topic sepuluh
tahun yang lalu bangkit lagi dari kuburnya , tetapi sekarang ini tanpa BPK

dan tanpa Anwar Nasution yang menjawabnya :

SRI MULYANI: Insentif
Pajak Tak Gerus
Penerimaan

05 Sep 2017,20:07 V1B - Qleh: £ o i e

IR
ANTARA/Akbar Nugroho G
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap meninggatkan ruangan usat

mengikuli rapat kerja dengan Kemisi XI DPR di Kompieks Parfemen,
Senayan, Jakarta, Senin (4/9).

et
umay

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan
pemberian fasilitas fiskal berupa insentif
perpajakan kepada sektor usaha atau
industri tertentu tidak akan memengaruhi
penerimaan pajak pemerintah.
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Dan yang menariknya, 3 (TIGA) BULAN YANG LALU, semakin

meng-ular kemana-mana, fenomena “ada negara membayar pajak” :

Pajak THR Aparatur Sipil Negara
Ditanggung Pemerintah

Kamis, 24 Mei 20181 13:50 WiB

Pemerintah menetapkan pemberian THR mulai
diberikan akhir Mei hingga awal Juni 2018
Sangat ironis, ketika disatu sisi rakyat miskin dikejar-kejar untuk
melaksanakan kewajiban konstitusional (Pasal 23A UUD 1945) :
pembayaran beragam jenis pajak dan pungutan untuk keperluan negara.
Sementara disisi lain para konglomerat dan sekutu-nya di- nina bobo ~kan

dengan pembebasan kewajiban konstitusional pembayaran pajak.

Diskriminasi pelaksanaan kewajiban konstitusional, diskriminasi yang
di-legal-kan oleh seperangkat regulasi yang sebenarnya sedang mengalami
sindrom delusi kebijaksanaan, entah apalagi menyebut istilahnya yang paling

tepat kalau bukan : REGULASI PSIKOPAT.
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#2.5. Kabupaten Bandung Sebagai Daerah Penghasil
Panas Bumi Menjadi Penjamin Pembayaran Utang Negara
(Utang Luar Negeri dari World Bank untuk Pengusaha
Panas Bumi).

Bahwa pada saat pemerintah mengambil setiap utang negara (utang

luar negert), pemerintah selalu mengatakan bahwa pertimbangan utamanya
adalah kemampuan GDP/PDB dalam pembayarannya.

Bahwa komponen pada angka GDP suatu negara tentu melibatkan
seluruh energi seluruh rakyat-nya dalam proses produksi, termasuk energi

rakyat Kabupaten Bandung.

Penduduk Kabupaten Bandung berjumlah sekitar 3,5 juta orang

adalah sekitar 1,5% dari total sekitar 230 juta penduduk Republik Indonesia.

Jika GDP RI sekitar 14.000 triliun, maka paling tidak sangat mungkin
komponen energi GDP dari 3,5 juta penduduk Kabupaten Bandung
menyumbang sekitar 230 triliun rupiah angka PDRB Nasional (1,5% dari

14,000 triliun).

Selain angka GDP, tentu saat Pemerintah mengambil utang negara
(menjadi Kreditur), tentu Pemerintah mengiming-imingi Word Bank (selaku

Debitur) tentang potensi kemampuan bisnis objek yang di-utangi itu.

Demikian juga sebaliknya, World Bank tentu menilai prospektus
kemampuan bisnis itu mengembalikan pinjamannya. World Bank ngutang-in

RI tentu karena yakin RI bisa bayar itu utang, pasti begitu kata Pemerintah.
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Saat pemerintah ngutang ke debitur (utang yang terkait dengan tema
Panas Bumi), tentu Pemerintah menunjukkan dan membangga — banggakan

produksi Panas Bumi di Kabupaten Bandung.

Artinya Pemerintah menjadikan kemampuan produksi Kabupaten
Bandung sebagai jaminan terbukti bahwa Pemerintah pasti mampu

mengembalikan itu utang (pokok dan bunganya).

Fakta membuktikan bahwa PGE (PT Pertamina Energy Geothermal)
sebagai cucv negara alias anak perusabaan Pertamina ternyata ngutang ke
World Bank {(utang PGE dengan nomenkiatur utang negara Republik
Indonesia) untuk pengembangan bisnis-nya. Utang PGE tersebut sekitar 581
Juta Dollar (lebih dari 8 triliun rupiah). Loan Status & Result terlampir

sebagai BUKTI P-15 :

izen

§ . The Werld Bank implemenitation Status & Resudts Repor
-2- (sethermal Clean Energy Investment Projest (P113076)

¥

% Geabemal Clean Energy hvestment Froject PH3078)

S EAST ASHA AND PACIFIC | Indonesi2 | Energy B Extractives Global Pracice |

E 1BROMDA | Invesimen! Project Financing | FY 2042 | Seq Ho: 12 | ARCHIVED on 24-May- 2088 [ 15330412 |

impervening Agenciss: Republe of Indonesia, Periaming Geolenmal Energy

Components

- Invesiment in Geothermal Power Generation Capacity (USS574.7 miion)(Cast 557470 M)

2- Techeical Assistance for Capacity Buikding (US$5.95 million)(Cast $6.95 M)
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Utang itu mulai dipakai (ditarik) baru pada tahun 2015 dan secara
ekspansif dipakai pada tahun 2016 - 2018, akhir tahun 2018 ini (sesuai

jadwal), utang itu akan dihabis-habiskan :

X0 " [ » ol
"
- .
r"' * o
o - -
0 ' o
L

o= '

mao i w4Ql Fot T ] Xial 21708 ol 1] W8 Q¢
+ Original Amount * Fornally Revised Ameunt ¢ Actuzl Amount

Bahwa utang itu digunakan oleh PGE untuk pembangunan dan

pengembangan PLTP milik PGE.,

Salah satu komponen utang itu adalah untuk techrical assistance

sebesar 6,95 Juta Dollar (sekitar 100 milyar rupiah).

Mungkin komponen dari assistence itu adalah pengeluaran untuk
biaya rapat-rapat pembahasan tentang teknis menhabisi duit utangan itu
sendiri, termasuk biaya pembelian konsumsi dan amplop bensin tuk peserta

rapat-rapat tersebut.

Dan sangat mungkin biaya assistence itu termasuk juga biaya untuk
the Incredeble super duper grand launcing ceremony proyek itu sendiri
(biaya untuk membeli nasi kotak, aqua gelas, snack bolu + lemper, biaya

pengadaan balon-balon gas warna warni yang dilepas untuk tanda
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pembukaan, dan karangan-karangan bunga, serta kostum panitianya).

Sepertinya BPK harus ikut dalam acara meriafrini.
Bahwa total kapasitas PLTP terpasang PGE di 4 area produksi PGE (12
WKP) pada tahun 2015 adalah sebesar 437 Megawatt.

Kapasitas terpasang WKP Kamojang-Darajat yang berada di
Kabupaten Bandung adalah sebesar 235 Megawatt. (Sumber : Laporan

Tahunan PGE T.A. 2015).

Artinya WKP Kamojang-Darajat adalah tempatnya 53,8% (lima puluh

tiga persen) penyumbang produksi listrik dagangan PGE.

Dengan kata lain lebih dari setengah nafas sumber kehidupan PGE
berada di Kabupaten Bandung. Kehidupan PGE digantungkan di Kabupaten

Bandung.

Bahwa pada tahun 2015, PGE membukukan Laba Usaha sebesar

119,2 Juta Dollar (sekitar 1,6 triliun rupiah).

Jika produksi WKP Kamojang-Darajat sekitar 53,8% dari total produksi
listrik dagangan PGE, maka artinya Kabupaten Bandung sudah menyumbang

sekitar 897 miliar rupiah Laba Usaha untuk PGE.

Bahwa /isi perut bumi Kabupaten Bandung sudah memberikan

sumbangsihnya sekitar 53,8% untuk /s/ perut PGE.

Dan karenanya tentu kemampuan dan potensi serta produksi riil /s/

perut bumi Kabupaten Bandung inilah yang menjadi JAMINAN UTAMA dari
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PGE (via Pemerintah) untuk ngutang ke World Bank, demikian juga
sebaliknya, World Bank sebagai debitur tentu akan mendasarkan analisa
kemampuan /57 perut PGE ngutang itu pasti setelah melihat produksi riil dari

pengolahan is/ perut bumi Kabupaten Bandung.

Sementara untuk isi perut PGE yang berasal dari /isi perut bumi di
tempat lain (di 3 area produksi lainnya), malah mungkin itu justru jadi faktor
pengurang kemampuan isi perut PGE, karena jangankan memberikan
kontribusi menyumbang laba, untuk menutup utang pembangunannya saja
mungkin tidak cukup, dan malah mungkin justru untuk membayar utang
pembangunan itu adalah dengan mengambil dari /s/ perut PGE (laba usaha

PGE) yang sumbernya dari /is/ perut bumi Kabupaten Bandung.

Sederhananya, kemungkinan 100% pertimbangan gizi dan nutrisi isi

perut PGE sebenarnya dari produksi isl perut bumi Kabupaten Bandung.

PLTP Kamojang beroperasi sejak 1983, saat PGE ngutang ke World

Bank itu, PLTP Kamojang sudah berusia dewasa (32 tahun}, usia produktif.

Sementara PLTP Ulubelu yang berkapasitas 110 Megawatt (setengah

dari kemampuan PLTP Kamojang) pada saat PGE ngutang ke World Bank itu

sebenarnya masih seperti bayi merah yang baru belajar berjalan, baru
dihitung ber-produksi tahun 2013, artinya masih balita, baru berusia 2 {dua)
tahun, tentu untuk membayar cicilan utang pembangunannya dua tahun

yang lalu itu saja tentulah tidak cukup.
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Demikian juga di PLTP Lahedong yang berkapasitas produksi 80

Megawatt (sepertiga dari kemampuan PLTP Kamojang) juga masih tergolong

anak dibawah umur, masih masuk kriteria usia pantauan pada undang-

undang perlindungan anak.

Serta PLTP Sibayak yang tahun 2015 hanyalah berkapasitas produksi

10 Megawatt (kemampuan PLTP Kamojang = 20 kali lipat PLTP Sibayak),

usianya tahun 2015 itu baru tamat TK, baru mau masuk kelas 1 SD.
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Fakta-fakta diatas jelas membuktikan bahwa :

1. Energi GDP rakyat Kabupaten Bandung menjadi 1,5% (satu setengah
persen) sebagai Penjamin Pembayaran Utang Negara .
2. Isi perut bumi Kabupaten Bandung adalah 100% Penjamin

Pembayaran Utang PGE .

Kabupaten Bandung adalah oksigen sebenar-nya dari PGE, dan
sebaliknya justru World Bank adalah virus flu burung yang mendekam dalam
jantung PGE, virus yang setiap saat akan semakin membesar dan
menggerogoti PGE, virus pemberi utangan dalam bentuk Dollar yang harus
dibayar juga dengan Dollar, Dollar yang terbukti terus-terusan semakin
menguat, bahkan menguat hingga 20% di tahun ini, sementara Laba Bersih
PGE tetap saje berada dikisaran 5%, entahlah kalkulasi ekonomi gaya apa

yang digunakan PGE dalam bisnis seperti itu.

Entah bagaimana caranya PGE dapat menghindari fluktuasi pasar
Dollar (PGE membayar utang tersebut dalam bentuk Dollar) sementara

republik ini tidaklah mencetak Dollar.

Ujungnya bisa dipastikan bahwa PGE terpaksa mengeluarkan jumlah
uang yang jauh lebih besar untuk membeli Dollar, jumiah persentase yang

lebih besar daripada persentase peningkatan laba-nya.

Itulah bahayanya utang yang berdenominasi Dollar, bunga utang yang

ditawarkan memang kecil, tetapi fluktuasi kenaikan Dollar-nya tidak dapat
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dikendalikan oleh siapapun juga, bahkan naik hingga lebih daripada bunga

bank komersil, ujungnya : "BESAR BUNGA DARIPADA LABA "0
Lepaskan buntutnya, tetapi ikat kepalanya..
Kecitkan bunganya, tetapi naikkan Dollarrya..

Harga minyak dunia tidak naik, tetapi Doliar - nya yang naik, sami

mawon, podo wae..
Modus standar bisnis kemaruk ala negara pencetak mata uang Dollar.
Dan yang paling ditakutkan nantinya, di akhir tahun 2018 ini, PGE dan

PLN dengan alasan BD {Butuh Dollar) untuk membayar utang, sementara
harga beli Dollar ternyata naik hingga 16%, maka daripada bangkrut, PGE
akan menaikkan harga jual produksi listrik-nya ke PLN hingga 20% (atau

bisa juga PGE meminta tambahan subsidi dari Pertamina).

Kemudian bisa jadi PLN menaikkan harga TDL-nya hingga 25% (atau
bisa jadi PLN dan Pertamina sebagai induk PGE akan meminta tambahan
subsidi APBN hingga 30%).

Dan ujungnya, tetaplah rakyat yang harus membayar semua kenaikan

Dollar itu, padahal rakyat tidak pernah main valas atau ber-transaksi Dollar.

Beras, ikan asin, tempe, jengkol, cabe keriting, bawang, kencur, jahe
dan sebagainya di pasar-pasar tradisional masih dibeli rakyat memakai uang
rupiah, bukan beli-nya pakai Dollar. Tetapi tetap saja harga-harga akan ikut

naik, Rakyalptin Terdampak Dollar..
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#2.6. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Sangat
Tinggi Antara Kabupaten Bandung Dengan Provinsi Jawa

Barat
Kabupaten Bandung adalah kabupaten dengan penduduk kedua

terbanyak se-Jawa Barat.

JUMLAH PENDUDUK JAWA BARAT

MENURUT KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2011

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017

S KECAMATAN e
1802064 LT0660| 35227

Sumber Date : DB Hosi Ronsolday Kemendogei Semester. 1 2017

60/ 130



Tetapi disisi lain, Kabupaten Bandung adalah kabupaten dengan PDRB
perkapita penduduknya yang berada pada klasmen bawah di Provinsi Jawa

Barat, bahkan masih berada di bawah PDRB perkapita Provinsi Jawa Barat.

Produk Domartik Regional Sruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Hargs Berlaku
Meonusut Kabupaten/Kota df Jaws Baray, 2010.2015 (Juta Ruplsh)

Kb Bogot ¥ o Hi3 1372 2512 B X779
Kab Subabeni . - un BY W B . P b
Kab $andung
Kab Teskmaleys " 7L RN VR L U T 1 SR T /YR T+ 3
Xab Ciomss 120 B 1 114 1795 1958
Rt Kwingas '™ 1055 ISEC - HSU o M 160
Kat Ceebon 1052 115 1266 105 15.44 1581
Kol Majsiengks ny e B uw 1632 7]
Xad Saurnedang 1333 rn w2 1501 1975 1383
Kab bdranayy 109 YL TR 3 *Y 3788 3 Y
Kad Subang 1347 1527 1557 w52 1272 1936
Kb Furwakarts MEL BT MW sz 89 LT
a0 Katanang 47 525 W2 sie Y ns
Kabheasi MOP . 623 - MM G4 T - 15E0
Kab Bandung Barat 128 1381 150 104 1306 X85
Kab Pargandaran R uR BY . " W 2w
Kota Bogat 1980 N 2337 2875 nxn K
Xota Suksbum 1762 B4 nu B 2584 )
Kol Bandung 23 L FER 71 617 o8 %9
Xota Crebon 43 un 0n ass ®3? 432
Kot Bekaw 1752 1901 269 2245 % %10
Kota Depok 1545 t623 1759 1969 AN nes
Kota Conabs M8 1Yy M3z ux 3852 %5
Kota Taskmalaga MS2O$N DR 1B 208 ny
Kota fangar it 43 12.6% e pLE ) 15,68 i %

(Sumber : Buku “KABUPATEN BANDUNG DALAM ANGKA" TAHUN 20186.

Penerbit : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia)

Dalam  dunia  pertanggungjawaban  keberhasilan  ekonomi

pemerintahan, angka GDP/PDB selalu menjadi angka favorit bagi Pemimpin
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Pemerintahan pada tiap level (Presiden-Gubernur-Bupati/Walikota) sebagai

angka unjuk gigi keberhasilan pemerintahannya.

Presiden unjuk gigi dengan GDP/PDB nasional, Gubernur dengan

GDP/PDB Provinsi, dan Bupati/Walikota dengan GDP/PDB Kabupaten/Kota.

Tetapi dari sisi lain, fakta angka pertumbuhan (kurun waktu 5 tahun)
diatas menununjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan PDRB perkapita
Kabupaten Bandung tetap selalu berada dibawah kecepatan pertumbuhan

PDRB Provinsi Jawa Barat,

% Pertumbuhan PDRB| % Pertumbuhan | Disparitas
Entitas perkapita dalam kurun| PDRB perkapita (%)

5 tahun per ahun
Provinst  Jawa 11,68 2,34
Barat 21,4
Kabupaten 9,17 1,83

Bandung

Kemudian fakta lainnya (hasil Kajian Kemendagri RI - Decentralitation

Support Facility ; Buku "Desentralisasi Fiskal & Kesenjangan D aerah : Bab 7
— Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007) menunjukkan bahwa angka

disparitas Tingkat PDB per kapita kabupaten/kota dalam satu provinsi (Jawa

Barat) masih berada pada rentang sekitar 12% (dua belas persen) :
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Diagram 7.1 Disparitas dasrah yang menyplok
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Fakta tersebut membuktikan bahwa dalam rentang kurun waktu 12
tahun (2006 — 2016) ternyata justru menunjukkan kenaikan angka disparitas

yang semakin menyolok, angka disparitas menjadi semakin tinggi.

Pada tahun 2003 disparitas tingkat PDB PDB per kapita
kabupaten/kota dalam satu provinsi (Jawa Barat) masih berada pada rentang
rata-rata sekitar 12%, sementara pada tahun 2016 disparitas antara Provinsi
Jawa Barat dengan Kabupaten bandung telah mencapai angka perbedaan
mencapai 21,4%, mungkin dengan kata lain dapat disebut bahwa disparitas
PDB perkapita bukan malah menurun, tetapi malah meningkat tajam,

meningkat hampir dua kali lipat.

Kecepatan pertumbuhan Provinsi jawa Barat telah SEMAKIN JAUH

MENINGGALKAN Kabupaten Bandung.
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Jika fakta tersebut dibaca dari pendekatan top-bottom , mungkin
Provinsi dapat mengatakan bahwa "Kabupaten Bandung saja yang Kurang
cepat jalannya, kurang gesit, kurang kerja, kerja, kerjanya’.

Sementara jika dibaca dari pendekatan bottom-up , yang terjadi
sebaliknya justru Kabupaten dapat mengatakan bahwa "Provinsi terlalu sibuk
dengan dirinya sendiri, sibuk dengan angka pertumbuhan-nya sendti,

Provinsi tidak toleran, Provinsi tidak NKRI Harga Mati”,

Mungkin fenomena KUTUKAN DAERAH PENGHASIL memang telah
terjadi. Kabupaten Bandung bukan kabupaten yang berada di Papua, terletak

di ujung Sulawesi atau di pinggiran Kalimantan, tetapi kabupaten yang hanya
berjarak 3 jam dari Kantor Presiden Republik Indonesia dan hanya 1 jam dari
Kantor Gubernur Jawa Barat..

"semut di ujung pantai dapat terfihat jelas, tetapi gajah dipelupuk
mata tak terfihat.. atac... mungkin (pura-pura) tak terfibat..”.

II1.3. NORMA HAK AZAZI MANUSIA
Dasar : Pasal 18A ayat (2) UUD 1945

#3.1. Dampak Negatif Pertambangan Panas Bumi Di
Kabupaten Bandung Yang Telah Mengancam Kehidupan
Penduduk Kabupaten Bandung

#3.1.A. BENCANA GEMPA BUMI
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Karakteristik khusus pada fase eksplorasi dan eksploitasi

pertambangan Panas Bumi adalah “bermain - main” di dalam perut bumi,

Salah satunya adalah aktivitas rutin harian adalah adanya proses
Fracking (Hydraulic Fracturing), satu proses standar dalam pertambangan

Panas Bumi yang memicu gempa bumi di bawah magnitude 5 Skala Richter.
Fakta membuktikan bahwa aktivitas “permainan” pertambangan Panas

Bumi yang memicu gempa bumi telah dibuktikan beberapa kali di seluruh

dunia.

Salah satunya adalah kejadian gempa bumi di Kabupaten Basel-Swiss
pada tahun 2006 vang dipicu oleh aktivitas pertambangan Panas Bumi
perusahaan “Geopower Basel AG" yang kemudian pada 26 Juni 2007

berujung pada Putusan Pengadilan Negara Swiss yang mengabulkan gugatan
class action warga Basel, yang menetapkan :

1. penggantian ganti rugi kepada seluruh penduduk Kabupaten Basel
yang bangunannya rusak akibat gempa tersebut (total hingga 2009
sekitar satu triliun rupiah), dan

2. Penutupan aktivitas pertambangan panas bumi WKP Geopower Basel

AG di Kabupaten Basel.
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Baset Schaden in Hbhe “
von 3 bis § Millionen

Franken

27 Jurw 2007

oy~

Basel: Schiiden in Héhe von 3 bis 5
Mitlionen Franken

3T i 1T

2.300 Schadensmeldungen gingen beim Betreiber des
Geothermiepeojekies in Baned, infolge der ausgeldsten
Erdbeben ein.

Sechs Monste nach dem ersten Beben ha! die Geopowst AG
bereits 1.100 Schadensmeldungen abgearbeitet und 500
Dossiers sn die Versicherung verschickt,

Die durchschnittliche Schadenssumme der bisher
bearbaiteten Fille liegt bei rund 1000 Franken

Die Erdbebenschaden belaufen sich auf insgesamt Ibis §
Miflionen Franken. (ag)

Betetligte Fiemen:

tzeapdwsr Banel A5
: i

Dan pada 14 Desember 2009 (tiga tahun setelah kejadian gempa
bumi 2006), sebagai reaksi atas banyaknya pemikiran dan proposal
baru/ulang untuk kembali dilakukannya penambangan panas bumi di
Kabupaten Basel, maka Pemerintah Kabupaten Basel (Pemkab & DPRD Kab
Basel) telah menetapkan bahwa Kabupaten Basel telah ditutup (sampai
kiamat) untuk semua pemikiran /proposal baru/ulang tentang aktivitas
baru/ulang/lanjutan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan panas bumi di

Kahupaten Basel.
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GCOGLE TRANSLATE :

Finad off untuk proyek gectermal di Basel

14 Desernber 2009

Proyek geothermal "Deep Heat Mining” di Basel alan dihentikan. lni

dipytuskan oleh Base! Government Council atas dasar analisis risiko
yang sudah selesai.

Basel Aus e eprjeldn Akhirnya, analisis rigiko dapat diringkas sebagai berilix; "Di bawah
aspek risiko seismik, lokasi Basel tidak menguntongian untuk
W Brietee 108 menggunakan reservair geothermal yang mendalam di ruang bawsh
Bas Deep Hea! Mining” - Geothermieprojekt in Basel wird tanah kristal, Lokast Lain di Swiss memiliki risiko sefsmik yang jauh labih
tich wekergefube, Dies beschloss der Baster rendah, Dalam menghadapi parkembangan proyek & masa depan di
Regienngsiat run aed Grindiage der abeschiossenn Swiss, oleh karena itu penting untuk mengevaluasi risik seismik situs
Risikaaoabese. scan cermat, dengan pengetabuan yang diperoleh df Base
e Erkenninisse der Risoanalyse sind Klar und menyediaksn basis data penting, Dibandingkan dengan pengalaman
mﬁﬁuﬂm& L dari provek-proyek panas bumi [sinnya dan setelah menganalisa data
8 frWitschafl, dati proyek yang ditangguhkan, perlu dicatat bahwa gempa bumi yang
Christoph Srtschin 2 ener Nedenkorlgsenr 2 Basel disebabkan 51:!1; p;;;::m reservoir pangs bumi di Basel dianggap
Eire Wereefibrury des Projektes m des vorgesehenes sangat kuat,
Techrologie se daber am Stancort Basel icht mdgict
Gleichzeiti betonte Brutsclin, dass die Resutate der

, “Temuan analisis sisika jelas dan tegas,” kata ketua Departemen Urusan

nichd &uf andere Standorte Ghertragen werdeti
mmmwmm:mmmm Ekonami, Urusan Sasiai dan Lingkungan, Christoph Brutschin pada
Fi andee Formen s Enrgiegewiong garutzt werden konferensi media di Basel, Kelanjutan dari proyek dengan teknologi
Yontte, yang diusulkan karena ity tidak mungkin di fokas: Basel. Pada saat yang

_ ‘ sama, Brutschin menekankan bahwa hasit analisis tidak dapat ditransfer
Deep Heat Mining Basef Kurrtassung i ) dor selsmeiter ke lokasi lin,
Roko ol fag)

Fakta tersebut membuktikan bahwa :

1. Akfivitas pertambangan Panas Bumi sudah sangat jelas dan tegas
mengakibatkan dan/atau memicu gempa bumi hingga meliputi satu
wilayah Kabupaten;

2. Resiko dampak gempa bumi dari aktivitas pertambangan Panas Bumi

tetah mengancam kehidupan warga Kabupaten terdampak;
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3. Hingga saat ini tidak ada satu teknologi apapun yang dapat menjamin
keamanan satu wilayah Kabupaten dari gempa bumi yang pusat

gempa bumi-nya berada di WKP pertambangan Panas Bumi.

Catatan : Swiss berada di Eropa, kredibilitas kemanusiaan dan
intelektualnya isi kepala penduduk dan/atau warga negara lain yang
tinggal/standby di negara itu sudah tidak diragukan : punya kota Jenewa,
{(kota pusat/kiblat segala rupa urusan dunia), pusat organisasi PBB (WHO,
UNHCR, IOM, ILO, Komisi HAM PBB), pusat-nya Palang Merah Dunia {(Red
Cross), WEC (Economic Forum), ISO dan WTO (INDAG), WIPO (HAKI), ITU

(KOMINFQ).

Swiss juga tempatnya CERN (Conseil Europeene pour la Rescherche

Nuclaire) — rahim-nya internet (word wide web), ibunda-nya teknologi Nuklir

dunia, kiblat IPTEK-nya dunia, surga-nya para peneliti ilmu pasti dunia
(karyawan CERN saja ada 3.000 orang, dan ada 8.000 pakar IPTEK yang
mewakili 500 universitas dari 80 negara dunia yang standby melakukan

penelitian disana).

Swiss punya universitas ETHZ (Eidgenossische Technische Hochschule
Zurich) — Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, kampus IPTEK
(ITB-nya Swiss). Universitas ETHZ punya satelit sendiri : satelit CubETH
(satelit penelitian yang di-operasionalkan oleh ETHZ sendiri). Satelit CubETH
adalah satelit khusus geodesi dan geologi, terhubung dalam jaringan satelit

pemantau seismograf ke-gempa-an dunia (Geofon).
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Selain punya ETHZ, Swiss juga punya kampus EPFL (Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne), kampus yang juga punya satelit
penelitian-nya sendiri (satelit Swiss Cube), bahkan EPFL yang membuat dan

mengoperasionalkan Swiss Cube, pusat kontrol-nya bahkan sekelas NASA.

Saat ini Swiss Cube masih menempati ranking pertama sebagai satelit
paling fenomenal di dunia, satelit pemantau iklim yang terdekat pada orbit
planet bumi. Mulai proses pembuatan satelit, peluncuran dan operasional
pusat kontrol Swiss Cube diserahkan kepada mahasiswa-nya, Swiss Cube

adalah satelit-nya kaum Milenial.

Dan yang pasti, Swiss adalah pusat-nya WMO (World Meteorologi
Organization) — Badan Khusus PBB bidang meteorologi, hidrologi dan

geofisika (pusat BMKG-nya dunia).

Kesimpulan dari kasus Basel tersebut, terkait isu hubungan antara
gempa bumi dengan aktivitas pertambangan panas bumi sebenarnya sudah

sangat jelas dan tegas.

Karenanya, jika pembicaraan terkait isu tersebut masih tetap coba
diulang-ulang dan dilakukan lagi, tentu pembicaraan itu sangat tidak
bermanfaat, justru pembicaraan itulah sebenarnya yang tidak berdasar,

sangat premature.

Dan yang pasti menghina ilmu pengetahuan dunia, merendahkan
kredibilitas keilmuan para pakar dunia, seakan-akan lebih jago, lebih pintar

dan punya satelit sendiri (satelit yang jauh lebih hebat) daripada ke-ilmu-an
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para pakar dunia yang standby di Swiss dan kampus-kampus pemilik satelit
pemantau planet bumi di Swiss sana.
Selain kasus Basel, ada kejadian terbaru lagi, kejadian gempa bumi

pada 15 November 2017 di Kabupaten Pohang-Korea Selatan, kejadian

gempa bumi yang saat ini masih dalam proses penyidikan karena ada

korelasi-nya dengan aktifitas pertambangan Panas Bumi disana :

Second-iargest earthquake in modern South
Korear: history tied to geothesmal plant

B i gnies

Pembahasan terkait selengkapnya dapat di lihat juga pada BUKTI P-5

halaman 41-45,

Fakta juga membuktikan bahwa ekspansi yang dilakukan pertambangan
Panas Bumi di Kabupaten Bandung telah memberikan dampak langsung
yang membahayakan kehidupan, menimbulkan ketidaknyarhanan dan telah
menjadi bom waktu yang setiap saat selalu menghantui kehidupan para

Pemohon.
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Salah satu dampak negatif tersebut adalah meningkatnya intensitas
bencana gempa bumi yang pusat gempa-nya berada di Wilayah Kerja

Pertambangan (WKP) Panas Bumi di Kabupaten Bandung.
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Pembahasan selengkapnya dapat di lihat pada BUKTI P-5.

UPDATE TERBARU : bahwa setelah Pemohon XIV (sdr. Erik R, Fauzi)
menyampaikan BUKTI P-5 tersebut (7 Agustus 2018), ternyata pada tanggal
17 Agustus 2018 dan 7 September 2018 terjadi lagi Gempa yg pusatnya di

WKP tersebut, sehingga peta update kejadian gempa dapat digambarkan :
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Pusat Gempa
Yahun 2016

Pusat Gempa
Tahun 2016

Pusat Gempa

18 Mi 2017
Pusat Gempa
13 Agustus 2018
{ ! ---,} 14,4 Km K 2
09 b 2018 ;?}f;: ég‘:lm ,:.nﬂ':-iéii
Pusat Gempa
| I8 A 2017
Pusat Gempa T
17 Agustus 2018
(. ? ) 14,4 Km f‘uw W'ﬁ"
pusat Ger B
sat Gempa Puséi:wéemoa
{9 Jub 2018 0% Jul 2018

Broe st

(Kejadian Gempa 17/8 dan 7/9 2018 terlampir sebagai BUKTI P-7)

Efek dari bencana gempa bumi yang pusat gempa-nya berada di WKP

Panas Bumi tersebut sudah beberapa kaii di alami oleh penduduk Kabupaten

Bandung dan hingga sekarang masih tetap dialami oleh penduduk Kabuaten

Bandung, penduduk Kabupaten Bandung telah berada Di Ujung Tanduk :
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Episenter Gempa Bumi
Di wilayah Jawa Barat
Bulan AGUSTUS 2018
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Episenter JULI 2017

Fakta-fakta kejadian diatas membuktikan bahwa sudah terlalu banyak
FORESHOCK (Gempa Pembuka) yang terjadi di sekitar WKP Panas Bumi

tersebut, tinggal menanti datangnya sang MAINSHOCK (Gempa Utama).
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#3.1.B. BENCANA LONGSOR

Selain dampak dari dalam perut bumi (bencana gempa bumi), fakta
sebenarnya juga membuktikan bahwa aktivitas Pertambangan Panas Bumi di
Kabupaten bandung telah mengakibatkan dampak pada permukaan bumi,

salah satunya adalah menimbulkan bencana longsor.

Pada 5 Mei 2015, terjadi longsor di WKP Panas Bumi Pangalengan,

kejadian longsor yang diiringi dengan meledaknya pipa produksi perusaihaan
pertambangan Panas Bumi.

Kejadian tersebut menyebabkan 9 korban meninggal dunia, 15 luka-
luka dan 155 jiwa kehilangan tempat tinggalnya.

-3 news kezone.com; 23 20150 N LSS p s e eded s pinalnguse d b
. i 20 5 itz i g 4

Have e hpa) ¢ taees

Pipa Gas Alam Meledak, Picu
Longsor di Bandung

BANDUMG - Pica pas otam miik PT Geothernd! 5tar Erergy 4l Kaniung Chilurg Deds
ffargamuky, Kecamatan Fangaiengan, Kadupates Sendung melecay pada Solasa
{525/2015) sekita pukel 15.00 W8,
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Dan hingga saat ini (September 2018, setelah tiga tahun tiga bulan
berlalu), 155 jiwa korban tersebut masih terlantar dan belum mendapat

penggantian tempat tinggail.

Pada kejadian longsor Pangalengan tersebut, secara cepat pihak
perusahaan dan Pemerintah (Ditjen EBTE KemenESDM) sepertinya kompak
(pers release) menyatakan longsor tersebut diakibatkan oleh aktivitas ilegal
penggundulan hutan di WKP Pangalengan untuk pertanian oleh penduduk

(setempat pertanian kentang di lokasi tersebut),
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DARI MEJA ATAS TURUN KE BAWAH

) Moo xomuesas R "Akan teriadinya bencana alam ini, sebenamya

¥ sudah pemah diperingatkan oleh Badan
geologi mengingat kondisi kelabilan tanah
kebetulan pipa panas bumi berada,"ujar dia.

"Watt v eman-eman Cenkg suceh menyarakan ager
Dok dungskan bukam pianya yeng dpinde, lade

Direktur Jenderat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dinen EBTKE), Kementertan Energé dan Sumber
Daya Mineral {KESOM) Rida Mulyana dalam konferensi pers di Ruang Pers KESDM, Rabu, 06 Mei 2015,

(of MONGABAY
Tisnaldi. Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM ;

Longsr P anes Bur egangan it Drar e “Memang ada pakar Badan Gaologi
RS- f¥i  mengidentifikasi potensi bencana.

“Sebenarnya secara SOP, lokasi Star
berada di jarak aman. Jauh dari
masyarakat. Namun, dengan kejadian ini
akan evaluasi kerawanan tanah disana.
Juga akan mengevaluasi lokasi dan
kualitas pipa. Sejauh ini kualifikasi pipa
memenuhi persyaratan.”

L el

- A MONGABAY
Langsor diWKP Panas Bumi Pengalengan, Lima Orang Tewas
0 LS { % Edi Rifai, Kasubdit Panas Bumi Ditien EBTKE :

st bt Sopsie i ey X3 f y

“Sebelumnya daerah itu tidak ada
penduduk, Jarak 200 meter
pemukiman tak ada. Belakangan
banyak penduduk tinggal dan
mendirikan bangunan. Pipa sudah
ada duluan sebelum pemukiman.
Cuma relokasi memang susah,
Harusnya memang sterif."
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DARI MEJA ATAS BARENG YANG DI DEPAN MEJA

PR OB ekt s e IV e o et o et Direkloral Jenderal Energi Baru Terbatukan dan
Konservasi Energi {ESTKE) Kementerian ESDM,

Kementerian ESDM Beberkan e st nemsestn s oo
Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/5) kemarin.
Penyebab Longsor Pangalengan > s SO |
e s Rida menilai, selain kondisi yang labi,
o - tanah longsor tersebut terjadi karena andil
masyarakat sekitar yang menyulapnya
menjadi perkebunan. Padahal, lahan di
sana kurang cocok untuk pertanian.
“Komposisi tanah tanah vukanik abil. Di
lokasi itu pohon jarang akibat dialih
fungsikan ke pertanian,”tegas Rida.

Saya punya satu prinsip: memimpin dengan
RERRORN Noti
BEOEORRCETAG  Sennsrsosmn

DR AR R S )

IR encand longsor emann salah salu sebabnya karend
S cnggundulan hutan untuk iadikan ahan perkebunan

Presiden dan Chief Erecutive Officer (580} Star Erergy Rudy Suparman

“kami mengikutsertakan Wayang Windu ke dalam asuransi. Tapi, penggantian dari
asuransi terhadap potensi kehilangan pendapatan kami, kan, tidak mungkin penuh,
hanya sekitar setengahnya.

Padahal, pendapatan Star Energy dari PLTP Wayang Windu mencapai US$ 119,01
juta, sementara pemulihannya baru selesai bulan ini. Unit 1 dan 2 kembali
beroperasi penuh masing-masing pada 5 September dan 7 September.

Alhasil, kami mengalami kerugian potensi pendapatan selama empat bulan. Ini
berarti, dalam empat bulan kami kehilangan potensi pendapatan sekitar US$ 40
juta. Nah, penggantian dari asuransi ini kira-kira US$ 20 juta.
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Padahal fakta membuktikan SEBALIKNYA bahwa :

. Dilokasi longsor tersebut tidak ada aktivitas pertanian (sayur, kentang,
kangkung dsb) yang dilakukan oleh penduduk setempat;

. Penyebab longsor yang paling jelas justru sebenarnya BUKAN
diakibatkan oleh faktor alam, TETAPI faktor manusia (ditakukan oleh

Pengusaha pemegang izin WKP Pangalengan) :

Tanah Pelapudan
Lempung Pasiran ~
!
W IT S gt Longsoran .
Saluran sir
wrtimbun Ml o
Pemokiman fongsoran ‘
Pipa pastus . ‘/ .
akibat kongsor U Mawcrial longsoran . !
wm : y ¥ . ‘

tcrtiogbun mptrial sl etimbun ¥ SRS,

Batuan Dasar Breksi Tufa

. Dan BOHONG BESAR ketika Orang Jakarta (Pejabat Negara)
mengatakan bahwa pipa ada lebih dulu daripada pemukiman warga,
justru sebaliknya, pemukiman warga sudah ada disana 30 (tiga puluh)
tahun sebelum pipa itu dipasang disana. Orang Jakarta (Oknum

Pejabat Negara) itu betui-betul ASBUN,
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Tapi mungkin bisa jadi itulah bedanya pendekatan Sarjana

Pertambangan dengan Sarjana Geologi. Sarjana Pertambangan yang sehari-
harinya ngebor bumi mungkin sangat akrab dengan potensi “bau duit” yang
ada di planet ini, sementara Sarjana Geologi yang sehari-hari akrab dengan

gerakan planet bumi mungkin lebih menyadari betapa berharga nyawa dan

kehidupan manusia di planet yang sangat rentan ini.

Tetapi seperti biasanya, kejadian tersebut berlalu begitu saja tanpa
ada penyidikan dari Polri dan Kejaksaan RI sebagai pengacara negara yang

melindungi kepentingan negara, kepentingan rakyat.
Bahwa Pemohon No. VI, IX, XII, XIII, XIV dan XV (sdr. Asep Sobarna,
Cepi Sopandi, Rahmat, Cecep Supriatna, Erik dan Tatang) pada 07 Juli 2015

(2 bulan setelah kejadian longsor tersebut) sebenarnya telah melaporkan
dan menyampaikan fakta-fakta tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
agar Kajati Jabar membela kepentingan negara dan rakyat korban tersebut,
tetapi tetap saja hingga hari ini laporan tersebut “menghilang begitu saja”,
jangankan disidik, selembar kertas-pun tidak ada yang di buat dan

disampaikan oleh Kejaksaan RI kepada para Para Pemohon (pelapor).

Bahwa sebenarnya rakyat Kabupaten Bandung telah bergerak untuk

memperjuangkan hidup dan kehidupannya, melindungi diri pribadi, keluarga,

kehormatan dan martabatnya, tetapi ketika kasus itu ujungnya kembali

kepada negara, yang terjadi adalah kemandulan para aparatur negara,
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aparatur (mungkin oknumnya) yang telah kehilangan orientasi sebagai

pelindung dan pengayom rakyat, gone with the wind .

Demikian beberapa fakta tersebut membuktikan bahwa skandal telah

terjadi dalam pengelolaan panas bumi di Kabupaten Bandung.

Skandal STM (Sistematis, Terencana dan Massif) yang ujungnya
menempatkan penduduk Kabupaten Bandung dan para Pemohon perkara ini
berada di posisi DI UJUNG TANDUK BENCANA, sementara Pemerintah
(dan/atau oknum ) masih tetap saja sibuk dengan kekonyolan dan

kebohongannya yang terus diulang-ulang.

Rakyat-lah yang menjadi korban, HARI INI DAN KEDEPAN NANTINYA.,
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#3.2. Pemerintah Tidak Dapat Dipercaya dan Tidak Punya
Visi Kedepan dalam Melindungi Kehidupan Rakyat.

Update terbaru, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Pemohon XIV
(sdr. Erik R. Fauzi) telah mengirimkan Nota Protes kepada Ditjen EBTE
KemenESDM terkait pengelolaan Panas Bumi di Kabupaten Bandung yang
nampaknya semakin “membahayakan” keselamatan hidup dan kehidupan
penduduk Kabupaten bandung (Nota protes dan Lampirannya terlampir

sebagai BUKTI P-5).

Dalam Nota Protes tersebut telah menunjukkan fakta teknis yang
sudah sangat-sangat jelas, dan karenanya membutuhkan respon cepat

tindak lanjut dari Pemerintah untuk menyelesaikannya.
Sebenarnya sudah sangat jelas bahwa ada 6 (enam) Pasal (dari mulai

Pasal 59 hingga Pasal 65) pada UU PABUM yang terkait tentang kewajiban

pemerintah untuk menindaklanjuti nota protes tersebut.

Tetapi tetap seperti biasanya, pada tanggal 28 Agustus 2018 (21 hari
berlalu), Pemohon XIV menerima surat tanggapan dari Direktur Panas Bumi
Ditjen KemenESDM terhadap nota protes tersebut, surat tersebut terdiri dari

5 (lima) lembar kertas (bukti Surat Tanggapan tersebut terlampir sebagai

BUKTI P-6).

Subtansi isi surat tersebut sebenarnya sangat-sangat jauh dari
perintah yang ada pada ke-6 (keenam) Pasal (dari mulai Pasal 59 hingga

Pasal 65) pada UU PABUM.
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Isi surat betul-betul sangat menyedihkan, ketika Pemohon XIV
menyampaikan Nota Protes tersebut sekaligus melampirkan 56 (lima puluh
enam) lembar fakta dan data dengan tampilan full color, jelas dan tegas

(BUKTI P-5), tetapi Pemerintah hanya membalas dengan (BUKTI P-6) :

1. 3 (tiga) lembar kertas berisi teks plus 2 lembar lampiran yang
menyedihkan : tampilan peta dengan resolusi kecil, kabur tampilannya
dan tidak jelas seperti kurang tinta print-nya;

2. Ketiga lembar kertas tersebut isinya terbukti juga sungguh sangat
keterlaluan : Pemerintah menyampaikan tentang penjeiasan fakta
update (dari Pemohon XiV) tetapi sebaliknya Pemerintah malah
menggunakan fakta referensi jadoel (referensi jaman Perang
Kemerdekaan tahun 1949 dan referensi yang telah berusia lebih dari
10 tahun);

3. Sangat mungkin sebsnarnya surat tanggapan tersebut dibahas
dar/atau diserahkan penyusunannya oleh Pemerintah (Dirjen EBTKE
KemenESDM) bukan kepada bidang yang kompeten (jika memang ada
yang memang memiliki kompetensi), tetapi mungkin Pemerintah
menyerahkan pembahasannya malah kepada BIDANG KE-SEJARAH-
AN PLANET BUMI DIREKTORAT MUSEUM GEOLQGI.

Faktanya saja referensi yang digunakan pada tanggapan Pemerintah
tersebut ternyata menggunakan referensi dari manuskrip yang hanya

terpaut 4 (empat) tahun dari usia Kemerdekaan republik ini

85 /130



R.W. VAN BEMMELEN
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(Penampakan manuskripl Van Bemmelen tahun 1949)
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Induced seismicity associated with Enhanced Geothermal
Systems
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(Penampakan referensi dari Majer dkk tahun 2007)
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Kemudian yang paling menyebalkannya pada isi surat tersebut :

1. Pemerintah mengutip manuskrip Van Bemmelen yang menyebutkan
tentang adanya 3 (tiga) sesar/patahan lokal yang aktif di Jawa Barat

(sesar Cimandiri, sesar Lembang dan sesar Baribis) :

Padahal lokasi pusat gempa update (kedua WKP) yang disampaikan
dan/atau ditunjukkan oleh Pemohon XIV bukaniah berada di lokasi
ketiga sesar aktif tersebut. Bahkan sangat jauh lokasinya, lokasinya
berbeda Kabupatennya, Posisi sesar Cimandiri di Barat, Lembang di
Utara, Baribis di Timur, SEMENTARA lokasi yang Ditunjuk Pemohon

berada di Selatan, ANEH ?! .

Cimandsri Fau{tl -

THE Ak ! LOKASI YANG DITUN.UK |
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Seperti kejadian ketika Pemohon menunjuk BUAH APEL - Pemerintah
malah menyebutnya BUAH DURIAN.

Pemohon menunjuk SEEKQR KODOK, pemerintah malah menyebutnya
SEKELOMPOK BURUNG PERKUTUT.

Entah apalagi istifah yang tepat untuk menyebut fenomena diatas
kalau bukan : Pemerintah ASBUN (Asal Bunyi).

Menyedihkan ketika sekelas Direktur Jenderal saja hanya bisa asbun,
sibuk mengelak-elak kesana kemari sampai linglung hasilnya.

Jauh panggang dari api jika institusi/oknum linglung diharapkan mau
dan mampu menyelamatkan, mencegah ancaman, memberi jaminan
serta perlindungan hidup dan kehidupan rakyat republik ini:

- Kemudian Pemerintah juga mengutip Majer dkk, seakan-akan untuk
menegaskan bahwa penyebab gempa di Basel Swiss itu karena teknik
pertambangan yang dilakukan (EGS) yang saat ini belum digunakan di
Indonesia.

Padahal faktanya, kesimpuian Majer dkk itu tidak merujuk pada
kesimpulan tentang teknik pertambangan tertentu pada kasus Basel,
bukan merupakan hasil sebuah penelitian yang spesifik tentang kasus
Basel (Tulisan Majer itu dipublish enam bulan pasca Putusan Basel).
Sementara sebaliknya pada kasus Basel, sebenarnya kesimpulan yang
didapat adalah setelah melalui rangkaian penelitian selama sekitar
satu tahun (2006 - 2007), kesimpulan dari hasi penelitian para pakar

guru-nya si Majer itu sendiri.
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Dan PUTUSAN PEMERINTAH BASEL sendiri (yang menegaskan
tentang tidak adanya jaminan keamanan dari semua teknologi
pertambangan baik EGS atau konvensional) barulah diputuskan pada
Desember 2009 (DUA TAHUN SETELAH TULISAN MAJER).

Karenaya jika mengikuti alur pikiran yang waras dan urut, maka
SEHARUSNYA yang menjadi referensi sekarang ini (tahun 2018)
bukanlah berdasarkan tujuh lembar kertas tulisan Majer dkk, TETAPI
yang dijadikan dasar adalah PUTUSAN PEMERINTAH BASEL Tahun
20089.

Sepertinya sangat tidak pantas dalam pergaulan dunia internasional
ketika pemerintah negara lain menilai kebijakan pemerintah negara
lainnya. Pemerintah kita sendiri pasti keberatan jika kebijakannya
diniiai oleh pemerintah negara lain, demikian juga sebaliknya, mana
mungkin pemerintah negara Swiss mau dinilai (oleh Dijen EBTKE
KementerianESDM)  Republik Indonesia yang secara tersirat
menyebutkan salah sendiri Pemerintah Swiss yang mnggunakan
teknik EGS.

. Kemudian yang paling parahnya lagi, berdasarkan tulisan Majer dkk
kemudian Pemerintah menyebutkan bahwa teknik pertambangan yang
dilakukan di Indonesia (non EGS) hanyalah menyebabkan gempa
mikro yang tidak membahayakan.

Pemerintah sepertinya jeias telah “gagal terjemaha n” ketika mengutip

dan menyimpulkan tulisan Majer dkk tersebut.
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Kutipan “original” selengkapnya sebenarnya adalah sebagai berikut :

"One controversial issue associated with EGS, however, Is the
impact of induced seismicity or microseismicity, which has bee
n the cause of delays and threatened caricellation of at least
two EGS projects worldwide. Although microseismicity has in
fact had few (or no) adverse physical effects on operations or
on surrounding commurnities, there remains public concern over
the amount and magnitude of the seismicity associated with
current and future EGS operations. The primary objectives of
thi s paper are fo present an up-to-date review of what is
already known about the seismicily induced during the creation
-and operation of EGS, and of the gaps in our knowledge that,
once addressed, should lead to an improved understanding of
the mechanisms generating the events. ”.

Entah sedang “kerasukan” apa mata (“hati” ) Pemerintah sehingga
dapat langsung menyimpulkan bahwa kalimat “had few ( or no )
adverse  physical effects on operations or on surrounding
communifies,” menjadi seperti “mantra sakti ” penghalau dampak
kerusakan akibat gempa bumi level mikro.

Kemudian yang paling anehnya lagi, {(katanya) berdasarkan tulisan
Majer dkk, Pemerintah kemudian serta merta “meng-kambing hitam-
kan” EGS seperti "UNCLE DAJJAL” di muka bumi ini, dan Indonesia
aman karena tidak menggunakan EGS.

Aneh, karena Majer dkk sendiri malah menyebutkan : “7he primary
objectives of this paper are to present an up-to-date review...” ,

artinya tulisan itu adalah update saat itu (Juni 2007), bukan update
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sekarang ini (September 2018), dan faktanya hingga hari ini EGS
sepertinya bukanlah “barang terkutuk”, EGS masih digunakan di
planet bumi (masih digunakan di Amerika Serikat, Eropa dan
Australia).

Sepertinya EGS hanyalah menjadi kambing hitam kelatahan
Pemerintah untuk mengelak dari fakta yang disampaikan oleh
Pemohon XIV. Karenanya, tanggapan dari Pemerintah itu sepertinya
tidaklah lebih kedudukannya hanya seperti “bait-bait pantun " saja,
hanya “jurus silat lidah” saja, ASBUN (Asal Bunyi) babak dua saja,
jauh dari substansi dan malah menyimpang dari fakta dan kebenaran.

Dan yang pasti EGS masih di-konsumsi di kampus-kampus dan dunia
keilmuan di republik ini :

PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIAN KE-10
PERAN PENELITIAN 1LMU KEBUMIAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA
13~ 14 SEPTEMBER 2017, GRHA SABHA PRAMANA

POTENSEEGS (ENHANCED GEOTHERMAL SYSTEM) DI INDONESIA;
PERBANDINGAN APLIKASI EGS DI LAPANGAN KAMOJANG DAN DIENG

Riska Elicia”
Astri Yunita?
Utfah Rabmadani®
Yoga Aribowo ST, MT.*
[Whiversitas Diponegoro
“Universitas Diponegoro
WUniversitas Diponegoro
“Universitas Diponegoro
*corresponding author: riskacliciofgnail com

#1 - referensl satu tahun yang lalu (sepuluh tahun pasca Majer dkk)
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Feasibility of Enhanced Geothermal System in Darajat, Indonesia

EGEE 494 Spring 2015

Fabiola Pardede

Dr. Derek Elsworth

#2 - referenst tiga tahun yang lalu (tujuh tahun pasca Majer dkk)

Kemudian terkait lampiran peta yang disampaikan oleh
Pemerintahkepada Pemohon XIV, sekali lagi nampak bahwa FENOMENA

PEMERINTAH SALAH TUNJUK terjadi lagi.

Bermodalkan peta itu Pemerintah beralasan bahwa Jawa Barat

memang berada pada tingkat kerawanan gempa yang tinggi.

Padahal faktanya lokasi terdampak gempa dan lokasi pusat gempa
bumi (kedua WKP) yang ditunjuk oleh Pemohon justru berada di titik

moderat menengah dan rendah :

--------- halarnan selanjutnya--=-----
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Bahwa Pemerintah menggunakan peta institusi internal mereka sendiri
yang tidak “mengikat” Pemohon XIV unmtuk meng-iva-kan-nya, dan
sebenarnya sudzh ada peta lokasi rawan bencana yang mengikat Pemohon

X1V sebagai penduduk Kabupaten Bandung, yaitu peta RTRW Kabupaten

Bandung :
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Guambar 2.10
Peta Rawan Gempa Bumi di Kabupaten Bandung

Peta Rawan Gempa inl sama juga dengan peta made in internal
Pemerintah menunjukkan bahwa pusat gempa (kedua WKP) dan daersh
terdampak yang ditunjuk Pemohon XIV adalah berada bukan pada lokasi
dengan tingkat kerawanan moderat, BUKAN TINGKAT KERAWANAN YANG

TINGGI.
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Bahwa jika Pemerintah tidak terburu nafsu dan mau sedikit berpikir
lebih tenang, maka pasti sangat mudah mefihat fakta yang ada, fakta yang

sebenarnya SANGAT MENGKHAWATIRKAN yaitu :

1. Bahwa Peta RTRW Kabupaten Bandung dibuat tahun 2007 dan Peta
made in PVMG dibuat tahun 2008, artinya sudah sekitar 10 tahun usia
peta tersebut;

2. Pada kedua peta nampak bahwa lokasi pusat gempa bumi (kedua
WKP) dan daerah terdampak gempa masth berada pada lokasi yang
moderat, bukan lokasi dengan tingkat kerawanan yang tinggi;

3. Bahwa saat ini, sekarang ini, setelah sepuluh tahun berlalu, ternyata
daerah yang tingkat kerawanannya yang moderat tersebut telah
berubah menjadi tingkat kerawanan yang tinggi;

4, Artinya ADA PERUBAMAN pada perut bumi di lokasi tersebut (kedua
WKP}, mungkin tadinya bukan pusat gempa, sekarang telah menjadi

pusat gempa, ada PERUBAHAN isi perut bumi di lokasi tersebut;

Karennya, Nota Protes yang disampaikan oleh Pemohon XIV
sebenarnya adaiah dimaksudkan untuk mengajak Pemerintah agar berpikir
sedikit saja LEBIH JERNIH dan menggunakan pemikiran yang sedikit saja
LEBIH CERDAS, bukan mau mengajak Pemerintah berdebat apalagi
mengharapkan 3 (tiga) lembar kertas tanggapan Pemerintah YANG TIDAK

BER-MUTU itu;

Bahaya sudah didepan mata, penduduk Kabupaten Bandung telah

berada DI UJUNG TANDUK.
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Dan satu hal yang PALING BERBAHAYA-NYA lagi, pada tanggapan
Pemerintah tersebut sepertinya Pemerintah telah menempatkan dirinya
sebagai penentu gempa bumi, sekaligus penentu efek kerusakan akibat

gempa bumi.

Pada situasi Pra-Bencana (belum bencana) saja Pemerintah
cenderung menggunakan "public relation approach”daripada "public security
approach’; apalagi pada saat kejadian bencana benar-benar terjadi, tentu

sangat jauh dari "humanity approach’.

Sampai hari ini, sudah hampir sebulan bencana gempa bumi di NTB,
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofosika (BMKG) masih tetap harus
bersitegang “adl fidaff’ dengan publik tentang kejadian pasca gempa M7.0
(tanggal 5 Agustus 2018), ketika BMKG menyampaikan bahwa gempa M7.0
tersebut sudah gempa final (Main Shock), keadaan sudah aman dan warga

dihimbau untuk pulang kembali kerumahnya.

Tetapi ternyata esok harinya (9/8/2018) terjadi lagi gempa susulan
yang bahkan menghancurkan bangunan disekitar tempat konfrensi pers
BMKG malam itu. Ratusan gempa terus terjadi pasca M7.0 tersebut,
semuanya menghancurkan, sangat jauh dari pernyatasn “keadaan sudah

aman” dari BMKG pada malam 5/8/2018 itu,

Bahkan pada tanggal 20/8/2018 terjadi lagi gempa M6.9 SR (beda
tipis MO,1 dengan M7.0, tidak sampai M1.0 bedanya), dan karenanya

perdebatan adu lidah antara BMKG dengan publik semakin hangat, dan

97 /130



ujungnya BMKG mengeluarkan jurus baru bahwa M6.9 itu tidak ada
kaitannya dengan M7.0 sebelumnya karena M6,9 berbeda patahan-nya

dengan M.7.0,

Tetapi tetap saja publik masih TRAUMA dengan pernyataan BMKG
pada malam 5/8/2018 yang lalu itu : "keadiaan sudah aman, warga siahkan

kembali ke rumah masing-masing”

Banjarmasin & Post. M—-
enu

Disebut Sebagai
Gempa Bumi Utama,
BMKG Imbau Warga

Kembali ke Rumah

senin, 6 Agustus 2018 00:35

Inilah konsekuensi dari “public relation approach” yang penuh fantasi,
ketika style itu meieset, publik tidak akan percaya lagi, apalagi soal
keselamatan manusia, soai hidup matinya warga, publik, padahal jauh lebih
tepat jika Pemerintah tidak terburu-buru, dan lebih memilih menggtinakan

“humanity approach” atau paling tidak * public secur ity approach”,
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< USGS e

Earthquake Facts &
Earthquake Fantasy

FICTION: We can predict earthquakes.

FICTION: Animals can predict
earthguakes.

PARTIALLY FACT: An “Aftershock”
can be greater than the initial
earthquake.

“Foreshock”, “mainshock”, and “aftershock”
are relative terms, all of which describe

earthquakes.

Demikian juga pada pernyataan Pemerintah pada tanggapan {Direktur

Panas Bumi Ditjen EBTKE KemenESDM) yang isinya seakan-akan telah

menjamin bahwa gempa yang pusat gempa-nya di WKP Kamojang Darajat

dan WKP Pangalengan TIDAK AKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN

penduduk Kabupaten Bandung, gempa-nya cuma seperti * DIGIGIT SEMUT”

saja, TETAPI bagaimana jika jaminan itu meleset :

1.

Siapa yang harus bertanggungjawab ?!
Seperti apa pertanggungjawabannya ?!
Penerapan Pasal Pembunuhan Berencana ?! UU Kebencanaan ?!

Pasal Kejahatan HAM — Genocide ?! Pembunuhan Masal ?!
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Sepertinya Pemerintah melupakan fakta-fakta “kemanusiaan” yang
ada, kerusakan dan ketegangan warga Kabupaten Bandung pada saat

gempa-gempa yang telah terjadi sebelumnya.

Sepertinya Pemerintah menutup mata bahwa gempa itu sendiri
bahkan telah merusak fasilitas publik Pemerintah itu sendiri (jembatan dan

jalan yang roboh/longsor), bahkan merusak ruang kantor PLTP itu sendiri :

T

Kerusakan di Perkantoran PLTP - Pusat Koatrol (Lama) alubat Gempa 18/772017

Bahwa gempa bumi itu penuh dengan misteri, tidak ada yang dapat
memastikan kapan datangnya dan seperti apa akibatnya. Karenanya ketika
Pemerintah sudah berani memastikan dan/atau menjamin efek gempa itu
hanya “SEPERTI DIGIGIT SEMUT”, mungkin Pemerintah benar-benar sudah

ber-fantasi gempa, mengalami “SINDROM DELUSI”. Sementara fakta

sebaliknya membuktikan :
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L o
Lurgest Evenis ot EGS Shes Workdwide ™ | 5 o0 Gempa di Kedua WKP
' Maximum ;
Site ' Magritwe | Magnitude | Tanggal
| Pobg Souhlore 53 3| 118018
The Geysers, Unifed States 46
" Cooper Basin, Australia 17 2.4 gﬂ [2018
Basel, Switzerland 14
Rasemanowes Juarry, . 1 oz
United Kingdom )
- Soultz-sous-Foréts, France 29

Terbukti bahwa dampak/efek kerusakan dari gempa bumi tidak dapat

hanya ditentukan dari besaran magnitude saja, tetapi ketika “urat-nya kena”,

maka microseismic/minor earthquake akan mengakibatkan kerusakan yang

sama pada level megaseismic/high earthquake. Dan yang pasti di Kabupaten

Bandung terdapat ancaman terbuka :

Normal & reverse
fenlr

& Gandapura /Masigil / \
% /%}w

tectonic stress and triggered by

.

Magma supply?

geothermal activity.” |

Figure 1T Sebemptic figure for relationship-e
Haiched arcas indicate hypocehter zone of VT carthguakes.

/ / Guntur
. +SeaLeved
v QCtitre 2 eVe;

30km

25km

PEismicity of VT canhquakes with pressure source and tectonie stress.
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Dari sekian fakta yang sangat sederhana diatas, sebenarnya telah
membuktikan bahwa sepertinya Pemerintah memang sudah tidak dapat

dipercaya lagi, hanya ASBUN dan bersilat lidah saja, dengan pola pemikiran

yang cenderung “Evaders, Avoiders, Dodgers, and Side Steppers’, ter-

indikasi mengalami sindrom “The Ostrich Effect” :

OCstrich Effect
Avoiding Negative Information
The Ostrich bunies its head in the sand.
The (lack of) logic, presumably:
“H T can’t see 1, 1t doesn’t exist.”

"In computer science, the ostrich algorithm is a strategy of ignoring
potential problems on the basis that they may be exceedingly rare.
It is named for the ostrich effect which is defined as "to stick one’s
head in the sand and pretend there is no problem.”

'In behavioral finance, the ostrich effect is the attempt made by
investors to avoid negative financial information. The name comes
from from the common (but false) legend that ostriches bury their
heads in the sand to avoid danger.
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Sepertinya Pemerintah baru bergerak jika sudah ada korban, dan
kalaupun bergerak, itu pun tidakiah untuk kepentingan korban sang rakyat,

tetapi lebih untuk kepentingan korban sang Pengusaha Panas Bumi;

Karenanya sepertinya sudah tidak dapat diharapkan lagi bahwa
Pemerintah (pusat) akan dapat dipercaya menangani respon cepat dampak
negatif pada pengelolaan Panas Bumi di Kabupaten Bandung yang saat ini

sebenarnya sudah berada DI UJUNG TANDUK :

O T Aseiy, Al 2L
. ; | P Cmetrang ) .
\ Forergs Y N ‘

paki SUPR [ A T

FO
\&._Jm
\

BNl N

BTy

pititin pLiEE

1N warao0asd. Febzons/ o

LR AE BTN RN mag

“Jika diperhatikan, penyebaran gempa dengan hiposenter dangkal
tersebut, temyata posisi penyebarannya tidak jauh dari sumber
geothermal dan mengelompok di sekitar sumur eksploitasi.”
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Selanjutnya terkait dengan traumatis-nya warga negara republik ini
terhadap kelakuan Pemerintah (mungkin oknum pemerintah), perlu para
Pemohon sampaikan, bahwa Pemohon VI, IX, XII, XIII, XIV dan XV (sdr.
Asep Sobarna, Cepl Sopandi, Rahmat, Cecep Supriatna, Erik dan Tatang)
adalah para Pemohon di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor :
91/PUU-XIII/2015 yang sudah putusannya pada tanggal 20 Oktober 2015

(Putusan terlampir sebagai BUKTI P-8).

MAHKAMAH KONSTITUS] TLEMBAGA

REPUBLIK INDONESIA CPENGAWAL KONSTITUSI

Anggap Ada Penyalahgunaan Uténg Negara, Mpancas
Gugat UU APBN 2015

O e
m{,{’.df

| Mahauswa Parcasia MAPANCAS) Dewan Pimpinan Dagran Yabuosten Bandung mengapdan
gugatan wehadp ietentuan Pasy’ 23 ayat ) Undang-ndang Nomor 3 Takun 75 tentang
MR Pesubiahan Aus Undarg-Undang Nomor 27 Tahun 20 tentang Anggaran Perclaatan an Belarsa
. Negara Tahun Anggaran 2075 (U APEN 2015) Gugatan tersebut clzyanghan rarena Mapancas
R mengargoap teah terad peryalanguaan vang negara lewat pasd tersebut Sidang perdara
B perkra romor SUPLU-DA2ITS i dhgelar paca Selasa (875}, & Ruarg Sedarg Piens Mariaman

'B:KI?\'I.I".S"I - ";:xtzs\rfi.”:;;:;z
Pemohon Tidak Miliki Kedudukan Hukum, Gugatan UU
APBN 2015 Tidak Dapat Diterima

Sebs, 20 Okteber 2015 1 2010 WB8
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Bahwa para Pemohon (diatas) juga adalah individu para Pemohon

pada Perkara Nomor : 10/PUU-XIV/2016 yang sudah ditetapkan putusannya

pada tanggal 28 Juli 2016 (Putusan terlampir sebagai BUKTI P-9) :

> Mahkamah Konstitusi R
3697 sbseriber & supscrse

Dinbikaskan tanggal 24 Feb 2076

Sebelas warga negare indonesia mengguial ketentuan
dalam Pasal 234 UM APENF Tehon 2015 yang
Peryertazg odal hegara (PMN] Republik indcresia pada
PT Sarana Midts infrastnktor, Ketertuan tesebnt danggap
bertentangan dengan prnsip perekoncman nasiond! yany
“Mengaihkan irvestasi Menjad: PMM APBN-P & ity daiam Patad 3 ayat (4} WD 1343

2015 Digragat

Warga Bandung Gugat APBN ke MK

G Fikiemn Hakres

Oberevan i vy 0 T T 7

BANDUNG, (PRLM). - Dciasan anak muda Bandung melayangkan gugaian ke
Mabhamah Xonstitusl  lerkail Ponyortsan Modal Negara (PMN) divi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nogara (APBN) 2015 yang dikuctirkan kepada PT Sarana
Mutt Infrastruktue (SM1). PMN wrsebut dinlial Dortentangan dengan (JUD 1948
fantacan pada Ghun 2010 perusahasn fu membubst anak porusahaan  yang
sahamrya mayoritas dikuasal asing,

: LEMBAGA
PENGAWAL ROMTITUSE

MK AMAR KONSTITUS
REPUBLIK INDONESIA

Objek Permohonan Kedaluwarsa, MK Tidak Terima Uji
UU APBN-P 2015
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Kedua perkara tersebut (91 /PUU-XIII/2015 dan 10/PUU-XIV/2016)
substansi materiil dan subjek perkara-nya adalah sama (tentang PT SMI - PT

Sarana Multi Infrastruktur, BUKAN PT SMI - PT Sri Mulyani Indrawati).

Bahwa dalam Perkara Perkara Nomor : 10/PUU-XIV/20i6 pada
tanggal 12 April 2016, Pemerintah telah menyampaikan Keterangan-nya
dihadapan sidang Mahkamah Konstitusi (Keterangan Pemerintah terlampir

sebagai BUKTI P-10).

Bahwa sejak awal pada pembahasan RAPBN 2015, Pemerintah telah
menyampaikan bahwa target utama penyerahan uang sebesar Rp.20 Triliun
kepada PT SMI adalah untuk membentuk LPPI (Lembaga Pembiayaan
Pembangunan Indonesia) alias Bank Infrastruktur Indonesia (BII), dan dalam

Keterangan Pemerintah disampaikan (BUKTI P-10 pada halaman 7 dan 9) :

masuk dalam Program Legislast Nasional 32 ke
pembahasan dengan DPR Sampai dengan berdirinya LPPL PT SM diperkual
pandanaannya untuk melaksanakan mist pembangunan infrastruktur Indonesia

2 Pemeanntah juga berpandangan akan mengajukan usulzn nembenlukan susiu
lembaga pernbiayaan-ye 3 i dasar indonesia oan
PT SMI gt

menjad gan manfasl
yang sebos3ebegarnys bagi masyarakal dengan mepbe

arr pembiayaan
infrastruktue lebih luas ke pemerintah daeran maiupun pihak swasia, termasuk
untuk pembiayasn pambangunan mirastrukiur sosiat seperti rumah salot dan
lain-lain Sefain ity, PT SMI juga dapat melanuikan pembiayaan proyek-proyek
infrasiruklur lainnya demi pembanguaan @angka parjang
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Sebelumnya pada putusan Perkara Nomor 91 /PUU-XIII/2015,

Pemohon diputuskan gagal legal standing.

Sementara pada putusan Perkara Nomor 10/PUU-XIV/2016 para
Pemohon dinyatakan telah kehilangan objek perkara atau APBN-nya telah
lewat waktu atau tidak ada gunanya juga dibahas atau diputuskan oleh
Mahkamah Konstitusi karena APBNP 2015 (objek perkara) sudah tidak

berlaku lagi.

Kemudian waktu terus berjan, waktu telah beralu, sudah 3 (tiga)

APBN terlewati (APBN 2016 — 2017 — 2018) sejak putusan itu.

Tetapi faktanya hingga hari ini jangankan muncul wujud penampakan
LPPI/BII itu, bahkan tidak ada penampakan selembar kertas legislasi/regulasi

tentang makhluk yang bernama LPPI alias Bank Infrastruktur itu.

Bahkan, pada Oktober 2016, hanya 7 (tujuh) bulan setelah Fantasi
Pemerintah tentang Bank Infrastruktur itu disampaikan Pemerintah
dihadapan Mahkamah Konstitusi, atau 3 (tiga) bulan setelah Perkara itu

diputuskan Mahkamah Konstitusi, justru Pemerintah sendiri mengkaji ulang
(alias membatalkan) pendirian Bank Infrastruktur tersebut.

Terbukti bahwa Bank infrastruktur itu sebenarnya tidak jelas dan tidak

nyata, khayalan bin fantasi.

Fantasi Omongan -nya, Tetapi Riil Uang Yang Dihabiskannya, pada
Oktober 2016, terbukti bahwa Bank Infratruktur adalah Fantasi Pemerintah

saja :
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Pergaldan gora swestast Pemerintah gada PIP e ampehan PMN pada F!

Pendirizn LPP! melalui pember
masik dalam Program Legistas: Nasional Bar—ofjokar Uniuk diakukan
pembahasan dengan DPR. Sampai dengan berdinnya LPPI PT SMI diperkual
pandanaannya urituk melaksanakan mist pembangunan infrasifukiur Indones:a

kan undang-undang lersendin dan saat int 51

2. Pemenntah ruga befpandangan akan mengakan usulan pambentukan ©st
tembiaga pembiayagnyergyTH dasar Indonesa dan

wfrastrukiue lobih luas ke pemenniah daerah maopun phak swasla, fermasuk
uniuk pembiayaan pembangunan inkastrukiur sosial seper umah sakit dan
taindain Selain ity, PT SMI juga dapat meanjutian pembayaan proyek proyek
infrastruktur lainya demi pembangunan @angka panany '

Dan pada Desember 2016, semakin terbukti bahwa Bank Infratruktur

adalah cuma wacana saja, tidak jelas dan tidak nyata, khayalan bin fantasi.

B INFRASTRUKTUR

Jadi Bank Pembangunan, SMi Yakin
Sri Mulyani Setuju

"Sebenarnya sudah ada lampu hijau, hanya
mungkin perlu ditetapkan prioritasnya, lalu
bagaimana nanti implementasinya”

Vamin, 2 Deeemiey 2G redi Al

v et

Adtreichy
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Wacana termahal yang tercatat memegang rekor pengeluaran APBN
untuk BUMN di republik ini, 20 triliun rupiah untuk 11 (sebelas) lembar kertas

yang isinya hanyalah wacana (regulasinya saja belum ada dibahas).

Entah apalagi kata yang paling tepat untuk menyebutnya tentang
LPPI/BII ala Pemerintah itu kalau bukan “PEMERINTAH SEDANG

BERFANTASI, FANTASI TENTANG BANK INFRASTRUKTUR”,
Fantasi Omongan-nya, Tetapi Riil Uang Yang Dihabiskannya.

Karenanya sepertinya TELAH TERBUKTI yang telah disampaikan oleh
para Pemohon dalam perkara itu (waktu yang membuktikan), bahwa yang
paling menakutkannya sebenarnya adalah bahwa tujuan utama penyerahan
20 triliun rupiah ke PT SMI itu bukaniah untuk tujuan mulia pembentukan
dan atau pendirian LPPI/BII, tetapi tujuan sebenarnya adalah hanya mau
menghabiskan uang 20 triliun rupiah itu saja, uang yang dianggap

menganggur dan sulit dinikmati jika tidak ada dompet penampungannya.

Ketika uang 20 Triliun rupiah itu telah diserahkan ke PT SMI tiga
tahun yang lalu, tentu hari ini uang itu telah di-habis-kan dan hanya

menyisakan PIUTANG infrastruktur di PT SMI.

Dan kalaupun nantinya (jikalau, andai kata) Bank Infrastruktur itu
memang terwujud, tentu modal utamanya ternyata adalah piutang di PT SMI

yang selama tiga tahun ini gencar ngutang dan ngutangin.
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Dan karenanya tentunya Bank Infrastruktur ketika baru berdiri, pasti
membutuhkan lagi uang APBN untuk modal usaha dan operasionalnya

selanjutnya.

Bahkan mungkin butuh uang APBN untuk membeli konsumsi nasi
kotak dan aqua gelas pada acara ceremony grand launching Bank

Infrastruktur itu.

Dan kesemua kemungkinan dan konsekuensi (YANG BERPUTAR-PUTAR TAK
BERUJUNG ITU) sebenarnya sudah disampaikan oleh para Pemohon pada

Permohonan Perkara itu;

Sebenarnya pada saat itu (tiga tahun yang lalu) tidaklah terlalu sulit
untuk melakukan shortcut terlebih dahulu terhadap pembuktian dari niat
baik tujuan mulia Pemerintah agar itu tidak hanya menjadi Fantasi

Pemerintah saia, langkahnya cukuplah sederhana :

1. Cukup dengan membatalkan dan/atau menunda saja terlebih dahulu
Pasal di UU APBNP 2015 tentang penyerahan uang negara sebesar 20
Triliun itu kepada PT SMI (sebagaimana yang diajukan oleh para
Pemohon pada perkara tersebut);

2. Kemudian silahkan Pemerintah membuktikan terlebih dahulu
PENAMPAKAN langkah awal sebagai bukti niat baik Pemerintah
tentang Bank Infrastruktur itu (cukuplah legislasi/regulasinya terlebih

dahulu dan Akta Pendirian BII itu saja); dan
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3. Setelah itu terwujud, tentu sangatlah mudah kemudian (di APBN/P di
tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya) untuk menetapkan kembali
penyerahan uang 20 triliun itu (melalui APBN), tinggal ketok palu saja,
dan kemudian serahkan saja langsung uang APBN itu kepada Bank

Infrastruktur itu, bukan kepada embrio atau kecebongnya (SMI).

Dan yang pasti jika langkah sederhana itu yang dilakukan, maka jelas
akan jauh lebih terukur dan mudah mekanisme auditnya jika kemudian akan
di audit oleh BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), maka
auditnya tidak boros kertas dan tidak boros tenaga , serta tidak perlu dua

kali audit (satu objek tetapi punya dua nomenklatur audit yang terpisah).

Saat ini, 400% dijamin bahwa akan terjadi dua kali audit di BPK :
pengelolaan 20 triliun itu oleh SMI plus (nantinya) pengelolaan di Bank

Infrastruktur,

Dan di BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah) sendiri 400%
dijamin akan tiga kali audit : audit pertama sebelum penyerahan uang 20
triliun itu ke PT SMI (sudah dilakukan sebagai syarat di APBNP 2015).
Kemudian audit kedua (nantinya) sebelum penyerahan uang 20 triliun itu ke
“sang fantasi “ Bank Infrasturktur, Dan audit ketiga tentang kisah perjalanan

operassional dari “sang fantasi” tersebut:

Hasil auditnya pun akan terpisah dan tidak komprehensif, jika

kemudian Bank Infrastruktur itu tidak berjalan dan/atau tidak memberi
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dampak positif yang signifikan bagi rakyat, tentu sangat mudah Pemerintah

dan atau sang pengelola Bank Fantasi itu mengemukakan alasan :

“bagaimana maul jalan, modal usah anya saja piutang kok”, dan
“ini bukan bank pembiayaan kok , tapi bank penagif utang alias bank
debt collector, modalnya kan dari tagihan orang ”,
xasifh tambah modal APBN lagi yang banyak , pasti jalan itu barang .
Jika cara berpikir urut yang dahulu (tiga tahun yang lalu) itu
dilakukan, tentu hasilnya jauh akan lebih komprehensif dan benar-benar
bervisi kepentingan republik ini kedepan, dan yang pasti akan mudah

diterima akal sehat rakyat republik ini;

Fantasi pemerintah terkadang memang membuai dan menina bobokan
khayalan para pendengarnya, tetapi fantasi tetaplah fantasi, hanyalah

khayalan belaka, gone with the wind .

Dan ketika semuanya telah terlambat, sepertinya semuanya hanyalah
bisa berkata ala sang guru spiritual Rhoma Irama (dalam film-film jadoel era
70-an) saat menasehati Rhoma Irama dengan wise -nya .

“Sudahiah Rhoma, memang itu sungguh terlalu, tetapi mungkin ini
adalah takdir yang sudah digariskan oleh Sang pencipta untuk

bangsa ini, sekarang yang terpenting adalag bagaimana kita
membenahi semua inf dan berjalan kedepan dengan lebih baik lagi”.

Ketika fantasi Pemerintah diterima begitu saja tanpa pembuktian awal

dari niat baik itu dan pengawasan langsung rakyat, maka saat itu juga
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seperti telah mengubah republik ini menjadi Republik Fantasi, Republik

Penuh Khayalan,

Ketika para Pemohon perkara tersebut (tiga tahun yang lalu)
mengajukan kertas Permohonan dengan ribuan halaman (tebalnya
permohonannya sekitar 30 ¢cm), ternyata cukup dijawab Pemerintah dengan
11 (sebelas) halaman yang tak bermutu, tetapi terus saja blow up-nya

sebakui, seperti yang belakangan ini :

detikfnance ©

“Ini aspek sangat penting karena saya
e e e rasakan betul sebagai pejabat negara,

Sri Mulyani Singgung Isu betapa kita beri informasi pun itu bisa

Utang Pemerintah Ri Sering dipotong, dipenggal, diambil, dan
Disalahgunakan

T Marrtan - AFinenty

disalahgunakan. Bisa suatu tabel diambil
hanya angkanya, dan dibuat {ah narasi
yang lain,” katanya di Kementerian
Keuangan, Jakaria Pusat, Senin
(27/8/2018).

Perdebatan Utang Luar Negeri,
Kemenkeu: Kita Baru Pintar
Mengkritik

SEPQITES LA (AN WLETR
EDIOM MARTIE WART S

Kalaupun RR masih ingin debat, rasanya cukup
-~ dengan pejabat Kementerian Keuangan. Biarlah
B energi Menkeu SMi digunakan untuk
memikirkan hal yang lebih strategis untuk

' negara ini, agar dapat mencapai masyarakat
T E b yang adil makmur serta bermattabat.

Rizal Ramli Ajak Sri Mulyani

Debat soal Utang R, ini

Reaksi Kemenkeu
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ASBUN, ketika tiga tahun yang lalu rakyat datang dengan ribuan
halaman data yang utuh tanpa dipotong-potong, Pemerintah (oknum
Pemerintah) malah menghadapinya hanya dengan bermodalkan 11 (sebelas)

lembar kertas yang kekanak-kanakan dan tak bermutu :

Ketika rakyat datang dengan ribuan lembar ke Mahkamah Konstitusi :
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Pemerintah (oknum) hanya meng- gumam -kan sebelas lembar kertas

fantasi - nya (BUKTI P-10)-dihadapan Mahkamah Konstitusi:
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KEJAM, ketika terbukti bahwa sebenarnya Pemerintah sendiri-lah
yang mempelintir informasi, memberangus kebenaran, Pemerintah-lah yang
sebenarnya baru sampai pada level mengkritik, mengkritik rakyatnya sendiri,
menyampaikan hoax (yang seakan-akan wise bijaksana) padahal tujuannya

hanya untuk meng-hoax-kan kebenaran yang disampaikan oleh rakyat.

Dan faktanya, hingga hari ini kembali TERBUKTI (SETELAH TIGA
TAHUN BERLALU) bahwa kesemua Keterangan Pemerintah (yang
disampaikan dihadapan Mahkamah Konstitusi pada Perkara tersebut)
iterbukti hanyalah FANTASI PEMERINTAH saja, BUKAN KETERANGAN

PEMERINTAH.

Sepertinya sudah tidak dapat ditolerir lagi ketika menjadikan ruang
sidang di Mahkamah Konstitusi menjadi Ruang Fantasi. Kepada Yang Mulia

Mahkamah Konstitust saja BERANI BERBOHONG, apalagi kepada rakyat.

SUARAcom

|Aiukan Dana PMN, Menteri Rini Hanya Sertakan 5 Lembar

Penjelasan

*Masa mau mendapatkan sekian tiliun cuma dilampirkan beberapa lembar penjelasan. Ada lima lembar
gitu. Emangnya ini badan usaha mifik nenek moyang,"kata Hendrawan Supratikno.

Esfi Utami, Agung Sandy Lasmana : 31 Oct 201511305

(Satu Minggu setelah Perkara 91 /PUU-XIII/2015 ditetapkan MKRI,
materinya tetap sama dengan yang disampaikan oleh Pemohon dalam
perkara tersebut. Sepertinya republik ini sebenarnya tidaklah buta, tapi

mungkin cuma rabun datangan alias katarak berjangka ).
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II1.4. NORMA TERKAIT LAINNYA

Dasar: Referensi Pendapat Mahkamah pada
Putusan Mahkamah Konstitusi RI

Sudah banyak referensi pertimbangan konstitusional pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terkait dengan tema
Perimbangan Keuangan Daerah dan Hak Daerah Penghasil Pada Pengelolaan
Sumber Daya Alam, serta perkara terkait lainnya tentang substansi materil
pada Permohonan a quo, antara lain pada :

1. Perkara Nomor : 11/PUU-XIV/2016
(Risalah Sidang Putusan terlampir sebagai BUKTI P-4).

Pertimbangan substantif yang dapat di tangkap oleh para Pemohon :

o [4.3] "Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.” .
Kesimpulan : Pemerintah Provinsi tidak memiliki lagi kewenangan
dalam pengelolaan Panas Bumi untuk energi listrik (pemanfaatan tidak
langsung).

e [3.12.3]"... p emerintah tengah berupaya keras menjamin ketahanan
energi nasional yang pada masa yang akan datang sangat bergantung
pada kemampuan memaniaatkan keberadaan energi baru terbarukan,
termasuk panas bumi. ”

“upaya keras” itu artinya peningkatan produksi, termasuk ekspansi
penambahan lobang pengeboran. Dan kesemua "kekerasan”itu pasti
diiringi dengan peningkatan dampak negatifnya terhadap
perubahan/gerakan di perut bumi daerah penghasil, terhadap dampak

eksisting hari ini, setahun-5-10-50-100-200 hingga 1000 tahun
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kedepan (jika kita masih optimis Indonesia tidak akan bubar tahun

2030).

Karenanya saat ini sudah sangat-sangat dibutubkan peningkatan
kekuatan dan kemampuan keuangan secara langsung (sebagai s
hortcut birokrasi) bagi Pemerintah Kabupaten sebagai WUJUD NYATA
JAMINAN DAN PERLINDUNGAN KONSTITUSI atas (kegentingan)
kebutuhan akan perlunnya tindakan preventif, kecepatan antisipasi
dan/atau respon cepat atas kemungkinan akan dan/atau telah
terjadinya keadaan yang membahayakan keselamatan kehidupan

rakyat.

2. Perkara Nomor : 71/PUU-IX/ 2011
(Risalah Sidang Fututusan terlampir sebagai BUKTI P-11, terlampir mulai
halaman 254 s.d. 272).

Pertimbangan substantif yang dapat di tangkap oleh para Pemohon ;

[3.14] " ... Tiap-tiap wilayah pemerintahan daerah tersebut diberikan
hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan yang diserahkannya menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan untuk  meningkatkan efisiensi dan  efektivitas
penyelenggaraan  pemerintahan dan pelayanan kepada

»

masyarakat.....” ;
Substansinya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten memiliki kelebihan daripada Pemerintah (Pusat
dan Provinsi) karena berada pada ujung tombak pemerintahan (punya

kewenangan langsung terhadap Kepala Desa — Kepala Dusun — Ketua
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RW hingga Ketua RT) sehingga bersentuhan langsung dengan
kebutuhan rakyat dan menjadi pelaksana pertama respon cepat dalam
mengatasi keadaan kegentingan bencana), dan jika Pemerintah (Pusat
dan Provinsi) telat, terlambat dan/atau tidak becus bekerja (mungkin
karena prosedur birokrasi), maka tetap saja yang dikutuk rakyat
pertama kali adalah Bupati mereka, bukan Gubernur, apalagi

Presiden;

[3.15] “Pemerintah daerah menjalankan fungsi alokasi secara efektif
dan efisien. Kesemuanyva itu diselenggarakan demi kemakmuran
rakyat secara adlf dan merata

[3.17] “...Atas dasar fakta itulah penerapan keadilan dan keselarasan
tersebut haruslah didasarkan pada affirmative action program yang
dalam perspektif hak asasi manusia sebagaimana substansi ketentuan
konstitusional dalam Pasal Z8H avat (2) UUD 1945 yang menyatakan,

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapal persamaan dan keadilan”. Dengan demikian pembagian
lebih dari provinsi yang lain, yang diterima oleh Provinsi Papua dan
Provinsi Aceh harus dipandang sebagai kemudahan dan periakuan

khusus yang diperiukan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
vang sama guna mencapal persamaan dan keadilan dengan provinsi-
provinsi lain.”

Substansinya adalah adil dan merata guna mencapai persamaan dan

keadilan dengan yang lainnya.

Karenanya ketika telah terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang

begitu mencolok antara Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten
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Bandung, maka sepertinya sudah wajib hukumnya secepatnya
dilakukannya affirmative action program sebagai wujud dari

penegakan HAM sebagaimana amanat UUD 1945.

Serta sekaligus affirmative action program tersebut jelas dapat
dipastikan akan dapat mendorong kecepatan pertumbuhan Kabupaten
Bandung sebagai Kabupaten yang sudah ada di republik ini sejak
1945, sejak Indonesia Merdeka, bukan kabupaten baru (Daerah

Otonomi Baru) pasca tahun 2000-an.

APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.32,95 Triliun, sementara APBD
Kabupaten Bandung hanya sebesar Rp.4,79 Triliun, karenanya ketika
didapat angka penambahan Dana Bagi Hasil (sebagai wujud nyata
affirmative action program ) misalnya sebesar 300 milyar rupiah,
maka untuk APBD Provinsi Jawa Barat angka tersebut hanyalah 0,1%
(satu persen), karenanya ketika misalnya disuntikkan angka sebesar
itu ke APBD Provinsi Jawa Barat, maka suntikan itu seperti angka

digigit semut saja.

Sementara untuk APBD Kabupaten Bandung, angka 300 milyar rupiah
adalah hampir sebesar 10% (sepuluh persen) nilainya, seperti angka

ketiban gajah .

Angka sebesar itu adalah angka yang begitu berarti bagi rakyat

Kabupaten Bandung, kabupaten yang merupakan daerah penghasil
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sekaligus daerah yang hidup dan kehidupan rakyatnya terdampak

secara langsung.

3. Perkara Nomor ;: 36/PUU-X/2012
(Risalah Sidang Pututusan terlampir sebagai BUKTI P-12, terlampir mulai
halaman 94 s.d. 123).

Pertimbangan substantif yang dapat di tangkap oleh para Pemohon :

[3.11] “Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung
dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka
dapat memberikan makna Konstitusional yang tidak tepat. Artinya,
negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber
daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-
besar kemakmuran rakyat. DI satu sisi negara dapat menunjukkan
kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak
serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumnber
daya alam. Oleh karena itu, menurut Mahkamah kriteria
konstitusional unfuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan
negara justru terdapat pada frasa "untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”;

[3.13.4] “Menimbang bahwa tujuan utama dari ketentuan Pasal 33

ayat (3) UUD 1945 adalah pengelolaan sumber daya alam “untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat” sehingga implementasinya ke
galam pengorganisasian negara dan pemerintahan pun harus menuju
ke arah tercapainya tujuan tersebut. Oleh sebab ity setiap
pembentukan organisasi negara dan semua unitnya harus disusun
berdasar rasionalitas birokrasi yang efisien dan tidak menimbuikan

peluang inefisiensi dan penyalahgunaan kekuasaan.
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Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap
sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat
sebesar - besar kemakmuran rakyat. Substansinya adalah rasionalitas
birokrasi yang efisien dan menutup semua berpotensi inefisiensi,
karena hal itulah yang dapat mengakibatkan tidak memberikan
manfaat sebesar-besar kemakmuren rakyat.”.

Ketika disatu sisi Pemerintah Provinsi sudah kehilangan fungsi dan
tidak memiliki kewenangan lagi mengadakan kebijakan (beleid),
tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regefendaad),
pengelolaan (befeersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad)
di bidang Pertambangan Panas Bumi untuk kepentingan listrik
(pemanfaatan tidak langsung) SEMENTARA disisi lainnya ternyata
Pemerintah Provinsi masih tetap saja mendapat jatah/porsi Dana Bagi
Hasil, maka hal itu jelas SUDAH TIDAK RASIONAL (atau
Pemerintah Provinsi mendapat jatah porsi sebagai konsekuensi dari
birokrasi yang tidak rasional)) SUDAH BERTENTANGAN dengan
prinsip dasar yang dianut UU KEUDA itu sendiri (money follow
function), dan SANGAT-SANGAT JAUH dari prinsip dasar birokrasi
yang efisien. Hal itulah yang pada akhirnya mengakibatkan semakin
lebarnya/mencoloknya jurang disparitas pertumbuhan antara Provinsi

Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung.

Dan ujung dari itu semua tentu sangat-sangat jauh dari amanat
konstitusi memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat,

me-nafi-kan  jaminan kepastian hukum (rechtszekerheid) bagi
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kesinambungan hak dan manfaat yang diterima rakyat secara
langsung (hak menerima tanpa melalui alur pengeluaran birokrasi

yang inefisien dan berbelit-belit via Pemerintah Provinsi).

Karenanya, upaya mengembalikan dan atau menyerahkan jatah porsi
DBH Provinsi kembali kepada Daerah Penghasil jelas adalah
merupakan WUJUD NYATA dari rasionalitas birokrasi yang efisien,
bahkan dijamin akan SANGAT EFEKTIF mewujudkan amanat
konstitusi : "memberikan manfast sebesar-besar kemakmuran
rakyat.”. Manfaat bagi rakyat secara langsung, adil dan merata sesuai
dengan konsekuensi ancaman dampak negatif yang dialami oleh

rakyat di Daerah Penghasil.

4. Perkara Nomor : 10/PUU-X/2012

(Risalah Sidang Pututusan terlampir sebagai BUKTI P-13, terlampir mulat
halaman 73 s.d. 100).

Pertimbangan substantif yang dapat di tangkap oleh para Pemohon ;

e [3.16.1] "Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang
telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4557]. Selain itu, hal tersebut dapat pula menghindari
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terjadinya: (1) konflik antarpelaku kegiatan pertambangan yang ada
dalam WP, (2) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan
dengan masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena
dampak, dan (3) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan
dan/atau masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena
dampak dengan negara, dalam hal ini Pemerintah.”;

[3.16.3] “Pemberian otonomi juga dimaksudkan  untuk
memberdayakan daerah, dan mempercepat pengambilan kebijakan
dalam urusan pemerintahan yang dapat dilakukan sendiri oleh daerah
sehingga lebih efektif dan efisien.”,

[3.16.4] "Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam, dapat
mengganggu dan bahkan merusak lingkungan sehingga harus dikelola
dan dieksploitasi dengan hati-hati unluk menjamin pembangunarn
perekonomian  nasional yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi [vide Pasal 33
ayat (4) UUD 1945],

Menurut Mahkamah, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam
Minerba berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah
usaha pertambangan, baik dampak lingkungan yang berpengaruh
pada kualitas sumber daya alam yang mempengarubi kehidupan
masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi
dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu,
adalah tidak bijak dan bertentangan dengan semangat konstitusi,
apabila daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam
menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Walaupun dalam
U Minerba mengatur sebelum Pemerintah menetapkan WP, WUP
serta batas dan luas WIUP harus berkoordinasi dengan pemerintah
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daerah, namun menurut Mahkamah hal itu tidak cukup bagi
perlindungan konstitusional hak-hak dan kewenangan daerah dalam
menentukan kebijakan atas sumber daya alam di daerahnya,
kbususnya Minerba. Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip-prinsip
demokrasi politik, pemberdayaan daerah, dan otonomi yang seluas-
luasnya, adalah adil apabila pemerintah daerah juga memiliki
wewenang dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP,
tidak hanya sekedar berkoordinasi sebagaimana ditentukan dalam UU
Minerba, Untuk menjamin fungsi Pemerintah dalam rangka koordinasi,
standardisasi, kriteria dan pengawasan, maka Pemerintahh harus
menetapkan prosedur dan kriteria yang menjadi landasan bagi
Pemerintah maupun pemetintah daerah dalam menentukan WP, WUP
serta batas dan luas WIUP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pasal
6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 17 UU Minerba adalah inkonstitusional apabfla tidak dimaknai
adanya kewenangan pemertintah daerah untuk ikut menentukan WP,
WUP serta batas dan luas WIUP, sehingga permohonan pemohon
beralasan menurut bukumy

Dari pendapat Mahkamah tersebut dapat disimpulkan bahwa :

. Pemerintah Daerah Penghasil WAJIB terlibat secara aktif sejak awal
perencanaan (penentuan wilayah pertambangan), karena aktivitas
pertambangan itu nantinya secara langsung akan memberi dampak
terhadap kehidupan penduduk daerah penghasil, berupa dampak
lingkungan dan dampak ekonomi.

. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan daerah,
menjamin efektifitas dan efisiensi melalui percepatan pengambilan

kebijakan oleh Pemerintah Daerah;
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Sekali lagi nampak bahwa dari substansi kesemuanya adalah bahwa
seringkali ketika suatu undang-undang dibuat begitu ber-nafsu tanpa

pertimbangan yang jernih ber-peri kemanusiaan, dibuat begitu saja dengan

semena-mena memberangus hak-hak konstitusiona! daerah penghasil (yang

jelas-jelas penduduk-nya terdampak).

Dan ketika itu terjadi, terbukti, Mahkamah Konstitusi-lah yang
akhimya yang hadir melindungi rakyat, MAHKAMAH SANG PENJAGA

KONSTITUSI.

PENUTUP

Mengutip Pendapat Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor Perkara 48/PUU-IX/2011 (halaman 93) :

Sangkaan bahwa Mahkamah melakukan abuse of power dengan putusan yang
dianggap uifra peita, disebabkan kesalahpahaman mengenai fungsi pengujian
Undang-Undang (judicial review). Peristiwa pertama lahirnya lembaga
constitutional review adalah di Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat
tahun 1803 dalam perkara Marbury vs Madison, yang dalam putusannya
Mahkamah Agung Federal Amerka Serikat justru jauh melebihi dari yang
dimohon {uftra petita). Bahkan secara keseluruhan tidak menyangkut hal yang
dimohon oleh penggugat, dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan
tugas konstitusionalnya, hakim tidak boleh dikat sekadar pada kotak
permohonan Pemchon yang didasarkan pada motivasi kepentingan pribadi
yang bersifat individual. Kepentingan umum mengharuskan  hakim
melaksanakan tugas dan fungsinya mengawal konstitusi lebih luas dari sekedar

kepentingan pribadi yang bersifat individual;
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Dan pendapat Dr. Maruarar Siahaan, S.H. pada Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor Perkara 49/PUU-1X/2011 (halaman 44) :
Dalam putusan tersebut kita menyaksikan bahwa antara pefitum gugat dengan
putusan MA justru jauh melebihi sekadar ultra pefita, dan bahkan secara keseluruhan
bukan menyangkut hal yang diminta penggugat. Pertimbangannya tentu bahwa dalam
melaksakan tugas konstitusionalnya, hakim tidak boleh diikat sekedar pada kotak
permohonan penggugst yang didasari dan dimotivasi kepentingan pribadi yang
bersifat individual. Kepentingan umum mengharuskan Hakim akan melaksanakan
lugas dan fungsinya mengawal konstitusi ebih luas dari sekedar kepentingan pribadi
dan bersifat individual, melainkan sebagai the guardian of the constitution, ada

kewajiban konsfitusional yang diletakkan padanya untuk melihat dari perspektif
kepentingan umum.

Bahwa Substansi dari kedua pendapat diatas adalah bahwa perspektif
Kepentingan Umum adalah kewajiban konstitusional dari the guardian of the
constitution. Maka bersama dengan Permohonan ini, para Pemohon
mengajukan Ultra Petita terkait pendapat Mahkamah Konstitusi atas
konstitusionalitas regulasi-regulasi lainnya (Peraturan Menteri) yang telah

kami sampaikan dalam permohonan ini, formulasinya sepenuhnya kami

serahkan kepada Hakim Konstitusi,
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IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Frasa "untuk provinsi yang bersangkutan” dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf & Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai ‘“wntuk
ksbupaterykota penghasil”.

3. Frasa ‘untuk provinsi yang bersangkutan” dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf @ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“untuk kabupaten/kota penghasil”,

4. Pasal 21 ayat (2) huruf 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4438) selengkapnya menjadi "16% (enam belas
persen) untuk kabupateny/kota penghasil”.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya {ex aeqguo et bono).

Hormat Kami,
Para Pemohon,
(ttd terlampr)
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